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ABSTRAK

vf.tr A AGUSTIN. NPM 022103014. Altematif Pengeloiaan Transaksi Yang Berkaitan
dengan karyawan Terhadap Beban Pajak Pada PT. Nugroho Ardhana Reswari. Di bawah
bimbingan Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak dan Fauzi, Drs., Ak.

Seorang karyawan perusahaan yang mendapatkan gaji dikenakan pajak
penghasilan pasal 21. Menjadi kewajiban perrisahaan untuk menghitung dan melaporkan
pajak penghasilan. Jumlah pajak penghasilan teigantung dari : 1) jumlah penghasilan
bruto karyawan; 2) status kaiyawan (tidak kawin, kawin, jumlah anak/jumlah
tanggungan); 3) adanya jumlah-jumlah tertentu dari jumlah upah/gaji karyawan yang
boleh tidak dikenakan pajak penghasilan, misalnya biaya jabatan, iuran pensiun, dan Imn-
lain; 4) tarif pajak penghasilan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Nugroho Ardhana Reswari
telah menghitung Pajak Penghasilan kaiyawannya dengan tepat dan benar sesuai dengan
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Adapun Pajak yang dibahas adalah Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan oleh kaiyawan tetap. Dalam pengumpulan data dan
pengolahan data, penulis membatasi pada satu periode yaitu tahun 200S. Serta untuk
mengetahui bagaimana altematif pengeloiaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan
dalam menentukan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT Nugroho Ardhana Reswari,
apakah ada pengaruhnya pada laba rugi perusahaan.

Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif (non statistik). Yaitu
dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia kemudian disusun, dipelajari dan
dianalisis lebih lanjut. Penelitian tidak dilakukan dengan analisis statistika, tetapi
menggunkan keiangka teori maupun rumus-rumus.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh PT. Nugroho
Ardhana Reswari masih terdapat beberapa kesalahan yang diakibatkan kurang paham
mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dapat dilihat pada
penjelasan yang ada di bab 4 bahwa ada tunjangan - tunjangan yang tid^ dicantumkan
sebagai penambah penghasilan bmto, sehingga mengakibatkan pajak penghasilan pasal
21 kurang bayar. Selain itu efek dari kesalahan ini adalah PT. Nugroho Ardhana Reswari
dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas kaiyawan tetap yang seluruhnya
ditanggung perusahaan dan dibiayakan tidak menggunakan altematif penelolaan
transaksi yang berkaitan dengan kaiyawan yaitu dengan metode gross-up, sehingga beban
pajak (pajak penghasilan badan) l^bih bayar. Ini membuktikan betapa pentingnya
menghitung pajak sesuai dengan Undnag-Undang Pajak yang berlaku.

IV



KATAPENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat

Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya yang tiada batas,

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "ALTERNATIF

PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN KARYAWAN

TERHADAP BEBAN PAJAK PADA PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI".

Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi

salah satu syarat dalam mencapai gelar Satjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

2. Bapak Ketut Sunarta, MM., SE., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

3. Ibu Ellyn Oktavianty, MM., SE. selaku sekretaris jurusan.

4. Bapak Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak. selaku pembimbing.

5. Bapak Fauzi, Drs., Ak. selaku Co. Pembimbing.

6. Ibu HJ. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak. selaku Dosen penilai

7. Bapak H. Rachmanto SB., SH., MBA selaku Direktur pada PT Nugroho

Ardhana Reswari yang telah memberikan waktu.

8. Dewi selaku sekretaris PT Nugroho Ardhana Reswari yang telah banyak

membantu.



9. Kedua orang tua, mamah dan papap yang seialu memberi dorongan dan

mendoakan. Terima kasih atas segala pengorbanannya. JCakakku (Dian)

yang sudah membantu dan menemani dalam penyusunan skripsi ini. Veira

sayang kalian.

10. Keluarga di Bogor dan Banjarmasin yang telah membantu penulis.

11. Seseorang yang seialu memberikan semangat

12. Seluruh teman-teman di Banjarmasin (Rini, Obey, Lita, Ci yana, Intan,

dan yang lainnya) yang telah membantu dan mendengarkan curhatan.

Kalian sudah Vei anggap seperti kakak sendiri Dan teman-teman di Bogor

(Weni, Vina, Yani, Lia, Ipeh, Elis, Ery dan lainnya) yang seialu berbagi

keceriaan.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

menyumbangkan buah pikirannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih Jauh dalam

kesempumaan, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang

membangun dari berbagai pihak demi kesempumaan penelitian dimasa yang akan

datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya

dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada khususnya.

Bogor, Juli 2007

Penulis

(Veira Agustin)

VI



DAFTARISI

Hal

JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN il

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTARISI vli

DAFTARTABEL IX

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN .... «... xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Penelitlan 1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah 2

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitlan 3
1.4. Kegunaan Penelitlan 3
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitlan 4

1.5.1. Kerangka Pemikiran 4
1.5.2. Paradigma Penelitlan 7

1.6. Hipotesis Penelitlan 8

BAB n TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Fungsi dan Subjek Pajak 9
2.1.1. Pengertian Pajak 9
2.1.2. Fungsi Pajak 12
2.1.3. Subjek Pajak 13

2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 15
2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 16

2.3.1. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21.... 16
2.3.2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal

21 19

2.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan yang
dikecualik^ 21
2.4.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 21
2.4.2. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan

Pajak Penghasilan Pasal 21 25
2.5. Perlakuan Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 27
2.6. Tarif Pajak 28
2.7. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas

Penghasilan teratur bagi Karyawan Tetap 30
2.8. Pengeluaran - Pengeluaran

2.8.1. Pengeluaran-Pengeluaran Yang Dapat
Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
(Deductible) 36

VII



2.8.2. Pengeluaran-Pengeluaran Yang Tidak Dapat
Dibebankan (Non Deductible Expenses) 39

2.9. Pengurang Yang diperbolehkan Mengurangi
Penghasilan Bruto untuk Menentukan Penghasilan Neto
Karyawan Tetap 44

2.10. BebanPajak 46
2.10.1. Pengertian Pajak Kurang Bayar 46
2.10.2. Pengertian Pajak Lebih Bayar 47

BAB m OBJEK dan METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian 48
3.2. Metode Penelitian 49

3.2.1. Desain Penelitian 49
3.2.2. Operasional Variabel 50
3.2.3. Metode Penarikan Sampel 52
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data 52
3.2.5. Metode Analisis 53

BAB IV BASIL dan PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Perusahaan 54

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 54
4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan wewenang 55
4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan 62

4.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Nugroho
Ardhana Reswari 67

4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan
Tetap menurut PT. Nugroho Ardhana Reswari 68

4.4. Altematif Pengelolaan Transaksi yang Beikaitan
dengan Karyawan dalam Menentuk^ Beban Pajak
Penghasilan Pasal 21 pada PT. Nugroho Ardhana
Reswari 79

BAB V SIMPULAN dan SARAN
5.1. Simpulan 96
5.2. Saran-Saian 97

JADWAL PENELITIAN

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

vtti



DAFTARTABEL

Hal

Tabell. TarifUmum Pasall? UU PPh 28

Tabel 2. Rumus Gross-up 34
Tabel3. Operasional Variabel
Tabel 4. DaftarGajiPT. Nugroho ArdhanaReswariTahun2005 67
Tabel 5. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 menurut PT.

Nugroho Ardhana Reswari Tahun 2005 77
Tabel 6. Altematif Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan dengan

Katyawan menggunakan Metode gross-up Tahun 2005 92
Tabel 7. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

menurut PT. Nugroho Ardhana Reswari dengan Perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya (Gross-up) 94

Tabel 8. Perbedaan Perhitungan Laporan Laba Rugi PT. Nugroho
Ardhana Reswari 95

Tabel 9. Jadwal Penelitian

IX



DAFTARGAMBAR

Hal

Gambar 1. Paradigma Penelitian 7
Gambar2. Struktur Organlsasi 58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Riset
Lampiran 2: Struktur Organisasi
Lampiran 3: Daflar Gaji dan Jumlah Tunjangan FT. Nugroho Ardhana

Reswari

Lampiran 4: SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasa! 21 (1721)

XI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap penghasilan yang diterima oleh kaiyawan dikenakan pajak

penghasitan pasal 21. Pajak ini termasuk dalam pengertian withholding tax

yaitu pajak yang dipotong oleh pihak lain, atau pihak yang membayar.

Menunit Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak

penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI

i^omor 17 tahun 2000, bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak

atas penghasilan sehubungan dengan pekeijaan, jasa atau kegiatan dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi keija.

Banyak perusahaan yang kurang paham mengenai tata cara

perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Ditambah dengan adanya perubahan

peraturan, sehingga wajib pajak beranggapan adanya kerumitan dalam

menghitung pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarican latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas dan

yang telah penulis pelajari, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul "Altematif Pengelolaan Transaksi Yang Berkaitan dengan

Kaiyawan Terhadap Beban Pajak pada PT Nugroho Ardhana Reswari".

Penulis membahas Pertiitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2005.



1.2. Penimosan dan Identifikasi Masalah

Perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan hams sesuai

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sampai saat ini FT. Nugroho

Ardhana Reswari telah melakukan peihitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal

21 atas penghasilan kaiyawan tetap, namun di dalam perhitungan belum sesuai

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari uraian di atas penulis

mencoba membahas masalah yang ada pada PT. Nugroho Ardhana Reswari

yaitu dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang selumhnya

ditanggung oleh pemberi keija dan dibiayakan namun tidak menggunakan

perhitungan gross-up dan terdapat objek pajak seperti tunjangan makan dan

transport, tunjangan pajak serta tunjangan hari raya tidak dicantumkan sebagai

penambah penghasilan bmto, sehingga perhitungan pajak penghasilan teratur

pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Nugroho Ardhana Reswari lebih kecil

dari yang sebenamya.

Adapun identifikasi masalah dari dilaksanakannya penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi objek Ptyak Penghasilan Pasal 21 di PT Nugroho

Ardhana Reswari?

2. Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak

2005 pada PT Nugroho Ardhana Reswari?

3. Bagaimana altematif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan

karyawan dalam menentukan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT

Nugroho Ardhana Reswari?



1.3. Maksud Dan Tnjuan Peneiitian

Maksud dari peneiitian ini adaiah untuk menambah wawasan penulis

serta memperoleh data dan informasi secara lengkap dalam dunia keija dan

untuk memenuhi tugas pembuatan makalah, sebagai salah satu syarat untuk

mengikuti penyusunan skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Pakuan, Bogor.

Adapun tujuan dari peneiitian ini adaiah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal

21 di PT Nugroho Ardhana Reswari?

2. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal

21 untuk tahun p^ak 2005 pada PT Nugroho Ardhana Reswari?

3. Untuk mengetahui bagaimana altematif pengelolaan transaksi yang

berkaitan dengan karyawan dalam menentukan beban pajak penghasilan

pasal 21 pada PT Nugroho Ardhana Reswari?

1.4. Keguoaan Peneiitian

Sedangkan kegunaan dari peneiitian ini adaiah:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Melalui peneiitian ini penulis diharapkan dapat memperoleh

gambaran sejauh mana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

yang telah dipelajari dapat dipraktekkan dalam dunia usaha.



b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperkaya

iimu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam Perhitungan

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang harus dibayar berdasarkan

undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Faradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, setiap

pembayaran gaji, upah honorarium dan lainnya sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa pribadi yang diterima oleh

karyawan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang
dipotong oleh pihak Iain atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi
dalam negeri (Gustian Djuanda & Irwansyah Lubis,
2006,73).

Alternatif manajemen perusahaan bagi pajak yang

ditanggung /dibayar perusahaan yaitu dengan menggunakan



perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di gross-tq) untuk

menentukan tunjangan pajak. Bagi perusahaan, tunjangan pajak bisa

mengurangi penghasilan brutonya dan kaiyawan tetap tidak

membayar pajak.

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung

perusahaan dibagi menjadi dua:

1. Tidak dibiayakan

2. Dibiayakan. (menggunakan perhitungan gross up)

Dalam hal pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang

ditanggung oleh pemberi keija, pajak yang ditanggung pemberi kega

tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan karena tidak

memikul pajak yang terutang dan bukan merupakan penghasilan

pegawai yang bersangkutan. Jumlah pajak penghasilan pasal 21

tersebut tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari

pemberi kega dan tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak. pajak

penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan perhitungannya

akan sama dengan imbalan bruto. Tunjangan pajak penghasilan pasal

21 yang disetor iVbn Taxable dan Non deductible.

Apabila pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang

ditanggung oleh pemberi keija dibiayakan, maka perusahaan

menggunakan peiliitungan gross up di mana besamya tunjangan

pajak dengan pajak penghasilan pasal 21 sama. Pajak Penghasilan

Pasal 21 yang disetor Taxable dan Deductible.



Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalatn

menghitung penghasilan bruto, artinya merapakan penghasilan bagi

karyawan . jika menambah penghasilan karyawan dari sisi

perusahaan pun, tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya

daiam menghitung PPh pemberi keija.

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib

Pajak dapat dibedakan antara pengeluaian yang boleh dan tidak

boleh dibebankan sebagai biaya (deductible and non deductible

expenses).

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan

iangsung dangan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek

pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun

pengeluaran selama masa manfaat (usefal life) dari pengeluaian

tersebuL

Sedangkan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adiah

pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya di atas kewajaran.

Dalam menentukan beban pajak, perusahaan hams

menggunakan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku, sehingga beban pajak di bayar dengan sebenamya.

Beban pajak yang dibiayakan oleh perusahaan dapat mengurangi

beban pajak penghasilan badan, sehingga dapat menghemat



1.5.2. Paradigma Penelitian

Metode Analisis:

Deskriptif (non statistik)

Beban Pajak
• Penghasilan kena pajak dikalikan
dengan tarif pajak

Altematif Pengelolaan
transaksi yang berkaitan
dengan kaiyawan:
• Perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 di
gross-up

Hipotesis:
perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak
menggunakan altematif pengelolaan kas yang
berkaitan dengan karyawan dalam menentukan

beban pajak

Permasalahan:

Terdapat objek pajak penghasilan pasal 21 kaiyawan tetap yang
belum dipertiitungkan sebagai penghasilan brute dan dalam

menghitung tidak di gross-up namun di kurangkan di
penghasilan brute

Gambar 1.

Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara mengenai

sesuatu hal yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal tersebut dan

sering dituntut untuk melakukan pengecekan.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis menyajikan hipotesis di

mana pada PT Nugroho Ardhana Reswari, dalam perhitungan pajak

penghasilan pasal 21 tidak menggunakan alternatif pengelolaan kas

yang berkaitan dengan karyawan dalam menentukan beban pajak.



BABH

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Fungsi dan Subjek Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa faktor teori yang

berhubungan dengan perpajakan. Tujuan diketnukakannya teori-

teori ini adalah untuk mendekatkan teori-teori pada masalah yang

dihadapi oleh perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini serta

untuk menggunakannya sebagai dasar dalam pemecahan masalah,

untuk itu akan diadakan anallsis yang didasarkan pada teori-teori

tentang perpajakan, yang telah dikemukakan oleh beberapa

pendapat ahli terutama yang bericecimpung dan berhubungan dalam

bidang perpajakan.

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai teori yang

berhubungan dengan perpajakan yang juga merupakan inti dalam

penyusunan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan

menguraikan secara garis besar mengenai pengertian perpajakan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarican undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang lanpung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,
2003,1).
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Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andifini yang telah diteijemakan

oleh R. Santoso Brotodihaijo, SH dalam buku "Pengantar Ilmu

Hukum Pajak" (1991:2)

"adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayamya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembaii, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
yang menyelenggarakan pemerintahan" (Waluyo dan
Wirawan B.llyas, 2003,4).

Pajak menurut Prof, Edwin R.A. Seligman dalam buku Esst^

in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan 'Tor is

compulsary contribution from the person, to the government to

depray the expenses incurred in the common interest of all, without

reference to special benefit conferred". Dan definisi di atas terlihat

adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa

adanya manfaat yang ditujukan secaia khusus pada seseorang.

Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu

ditujukan manfaatnya kepada masyarakat (Waluyo dan Wirawan B.

Ilyas, 2003,4).

Pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku "The Economics

of Public Finance " memberikan batasan pajak seperti di atas hanya

menggantikan without reference dengan with little reference

(Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003,4).

Menurut Mr. Dr. Nj. Fetdmann dalam buku De Over

Heidsmiddelen Van Indonesia if&^evasSaaD):
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Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang kepada pengusaha (menurut nonna-norma
yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra
prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeiuaran-pengeluaran umum" (Waluyo dan
Wirawan B. llyas, 2003,4).

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De Economische

Betehenis belastingan (teijemahan)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang
meialui norma-norma umum dan yang dapat
dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat
ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan
untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo dan
Wirawan B. llyas, 2003,5).

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya

yang beijudul Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong

menyatakan

pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-nonha
hukum, guna menutup biaya produksi barang-barahg
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan
umum (Waluyo dan Wirawan B. llyas, 2003, S).

Dari deBnisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa cirri-'

ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

a. Iuran Rakyat kepada Negara.

b. Berdasarican Undang-Undang

c. Tanpa Jasa Timbal Balik atau Kontraprestasi

d. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara
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2.1 J!. FaagsiPajak

Ada dua fiingsi pajak, yaitu: (Yusdianto Prabowo, 2004,2)

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat Untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak menurut Tony Marsyahrul (2005, 2) adalah

sebagai berikut:

1. Budgeter

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk

membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan

pembangunan.

2. Regulerend

Regulerend disebut juga sebgai flmgsi mengatur, sebagai alat

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan,

misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan

keamanan, seperti:
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a. Mengadakan penibahan-penibahan tarif dan

b. Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-

keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada

masalah tertentu.

1.13. SubjekPajak

Yang menjadi subjek pajak adalah: (Waluyo dan Wirawan B.

Ilyas, 2003,58)

1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggai

atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak

Warisan yang beium terbagi dimaksud merupakan Subjek

Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli

waris. Masalah penunjukkan warisan yang belum terbagi

sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan

pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat

dilaksanakan.

3) Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang ketentuan

Umum dan Tata cara Perpajakan, pengertian Badan adalah

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan

balk yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
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yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daetah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi soasial politik, atau organisasi

yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

lainnya yang termasuk reksadana.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha

yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari

183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan, atau badan yang tidak dapat didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Endang Sudjatman (2006, 2) subjek pajak terdiri

dari:

a. Orang Pribadi (Individual Person)

b. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang beriiak (ar^ undivided estate/inheritance as

a unit in lieu ofindividual heirs)

c. Badan (organizations) adalah sekumpulan orang dan atau

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi:
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1. Perseroan terbatas limited liability compaiy;);

2. Perseroan komanditer (limitedpartnership)',

3. Perseroan lainnya;

4. BUMN (a state owned corporation)',

5. BUMD (regional-administration owned corporation)',

6. Persekutuan (partnership)',

7. Perkumpulan (an association);

8. Firma;

9. Kongsi;

10. Koperasi (cooperative)

11.Danapensiun;

12. Yayasan foundation);

13. Lembaga (institute);

14. Ormas;

15. Parpol.

d. Bentuk Usaha Tetap (permanent establishments)

2.2. Pengertian Pajak Penghasilali Pasal 21

Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang

dilakukan orang perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat

digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/ atau

menimbun serta menambah kekayaan. (Yusdianto Prabowo, 2004,21)

Pengertian penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan

(PPh) Tahun 2000 adalah: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
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diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan

dalam bentuk apapun (Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006,20).

Sedangkan pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekeijaan atau

jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Baik yang dilakukan oleh pegawai

atau bukan pegawai. ( Tulis S. Meliala, 2006,99).

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Endang sudjatman

(2006, 1) adalah pajak yang dikenakan kepada karyawan atau karyawati

yang menerima penghasilan dari majikan atau pemberi keija.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka kesimpulan dari Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak oleh pemberi keija atas

pembayaran gaji dan sebagainya pada kaiyawan.

2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

23.1. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak PPh pasal 21 adalah terdiri atas : (Hilarius

Agut, 2005)

1. Pegawai atau karyawan tetap ialah orang pribadi yang bekeija

pada pembei keija yang menerima atau memperoleh gaji

dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota
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dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara

teratur ikut melaksanakan kegiatan perusahaan.

Pegawai atau kaiyawan lepas, ialah orang pribadi yang

bekeija pada pemberi keija hanya menerima upah apabila

orang pribadi yang bersangkutan bekeija saja,

Pegawai atau kaiyawan dengan status wajib pajak luar negeri,

ialah orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan atau tidak bertempat tinggal di

Indonesia yang memperoleh gaji, honorarium, dan atau

imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan di

Indonesia.

Penerima pension adalah orang pribadi atau ahli warisnya

yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekegaan

yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli

warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan

HariTua,

Penerima honorarium adalah orang pibadi yang menerima

atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan,

atau kegiatan yang dilakukannya.

Penerima Upah ialah orang pribadi yang menerima atau

memeproleh upah harian, upah mingguan, upah borongan,

atau upah satuan.
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7. Penerima upah harian iaiah orang pribadi yang menerima

atau memperoleh upah yang terhutang dibayarkan atas dasar

jumlah jam kega.

8. Penerima upah borongan iaiah orang pribadi yang menerima

atau memperoleh upah yang tertiutang atau dibayarkan atas

dasar penyelesaian pekeijaan tertentu.

9. Penerima upah mingguan iaiah orang pribadi yang menerima

atau memperoleh upah yang terhutang atau dibayarkan secara

mingguan.

10. Penerima upah satuan, iaiah orang pribadi yang menerima

atau memperoleh upah yang dibayarkan atas dasar banyaknya

satuan yang dihasilkan.

Adapun subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut

yusdianto Prabowo (2004,34) adalah sebagai berikut;

1. Pegawai tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekega pada pemberi

kega, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah

tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan

anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut serta

melaksanakan kegiatan perusahaan.

2. Pegawai tidak tetap

Pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekega pada

pemberi kega dan hanya menerima upah apabila orang pribadi

yang bersangkutan bekega.
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3. Penerima honorarium

Penertma honorarium adalah orang pribadt atau persekutuan

orang pribadi yang memberikan jasa menerima atau

memperoleh imbalan tertentu sesuai jasa tersebut

4. Penerima upah

Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah baik

berupa upah harian, upah borongan, maupun upah satuan. Upah

harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar

hari keija. Upah borongan adalah .upah yang terutang atau

dibayarkan atas dasar penyelesaian pekeijaan tertentu.

Sementara upah satuan adalah upah yang terutang atau

dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

23.2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasiian Pasal 21

Tidak termasuk subjek p^ak penghasiian pasal 21 adalah

(Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003,148):

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada

mereka yang bekeija pada dan bertempat tinggal bersama

mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasiian lain di

luar jabatan atau pekeijaaimya tersebut serta negara yang

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
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2. Pejabat perwakilan organisasi intemasional yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan

warga negara Indonesia dan tidak menjaiankan usaha atau

melakukan kegiatan atau pekerjaap lain untuk memperoleh

penghasilan di Indonesia.

Sedangkan tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21

menurut Atep adya Barata dan Jajat Djuhadiat (2006, 25) adalah :

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari

negara asing, dan oiang-orang yang diperbantukan kepada

mereka yang bekerja pada dan beitempat tinggal bersama

mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atap memperoleh penghasilan lain di

luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan

memberikan perlakuan timbal balik.

b. Pejabat perwakilan organisasi Intemasional sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

61I/KMK.04/I994 yang diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember

2000, dan kemudian diubah lagi berturut-turut dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 230/KMK/03Q00I; Keputusan

Menteri Keuangan Nomor : 532/KMK.03^002 (Perubahan

kedua); Keputusan Menteri Keuangan Nomon 69/KMK.0372003

(Perubahan ketiga); dan keputusan Menteri Keuangan Nomon

243/KMK.03/2003 (Perubahan keempat); keputusan Menteri
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Keuangan Nomor: 601/KMK.03/2005, sepanjang bukan warga

negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau meiakukan

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di

Indonesia.

2.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Yang DIkecuialkan

2.4.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan peotongan PPh Pasal 21 adalah:

(Mardiasmo, 2003, 139)

1. Penghasilan yang diterima atau secara teratur berupa gaji, uang

pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium

anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas),

premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,

uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan

kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan

transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan

pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang

dibayar oleh pemberi keija, dan penghasilan teratur laiimya

dnegan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur

berupa Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti,

tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi
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tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak

tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan^ upah satuan, dan upah borongan.

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau

Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran

lain sejenis.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama

dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran

lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekeijaan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukanWajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:

a. Tenaga ahli yang melakukan pekeqaan bebas, yang terdiri

dari : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,

qotaris, penilai dan aktuaris.

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang

film, sutradara, crew film, foto model, peragawan /

peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan

seniman lainnya.

0. Olahragawan.

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan

moderator.

e. Pengarang, peneliti, dan penegemah.

f. Pemberi Jasa dalam bidang teknik, komputer dan system

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan

pemasaran.
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g. Ageniklan.

h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa

kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan

tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

j. Peserta perlombaan.

k. Petugas penjaja barang dagangan.

1. Petugas dinas luar asuransi.

m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct

selling dan kegiatan sejenis lainnya.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang tericait

dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya

terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan

termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya

dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Penghasilan yang mempakan objek pemotongan pajak

penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah : (Gustian Djuanda dan

Irwansyah Lubis, 2006,81)

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa

gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk

honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan
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pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang

tunggu, uang ganti ragi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah,

premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan

teratur lainnya dengan nama apa pun;

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur

berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti,

tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi

tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifetnya tidak

tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam seminggu;

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan

hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama

dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran

lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekegaan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri,

termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi,

pelawak, bintang film, olahiagawan, penasehat, pengajar,

pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi

jasa di bidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola

proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan,

peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas

dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan dan

pemagang;
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6. Gaji kehoraiatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan

gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil

serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan Iain yang sifatnya

terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan

termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama

apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

2.42. Pengbasilan Yang Dikecualikan Dart Pengenaan Pajak

Penghasilan Pasal 21

Menurut Yusdianto Prabowo (2004, 43) penghasilan yang

tidak dikenankan / dipotong PPh Pasal 21:

a. penerimaan dalam bentuk natura;

b. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang

pendiriaimya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan

penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau

Tunjangan Hari Tua kepada badan Penyelenggara Taspen dan

Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kega.

c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kega.

d. Penghasilan berupa upah atau honorarium sampai dengan

jumlah kurang dari Rp. 24.000,00.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21

adfflah ; (Atep Adya Barata dan Jajat Djuhadiat, 2006,31)
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a. Pembayaran jaminan/asuransi dari perusahaan asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi beasiswa.

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang

diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang

dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang

dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan

khusus (deemed profit).

Catatan:

Pembayaran THT oleh PT Taspen dan PT Asabri kepada para

pegawai yang pensiun dan ahli warisnya diperlakukan sama dengan

asuransi dwiguna, sehingga tidak dipotong p^ak. (SE-40/PJ.4/1995

dan SE-45/PJ.4/1995)

c. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran

Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang

dibayar oleh pemberi keija.

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang beihak dari badan

atffM lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan

pemerintah.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim

atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya.
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2.5. Perlakuan atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Menunit Mahammad Zain (89, 2005) perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara:

Altematif 1: Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pegawai

Altematif 2: Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemberi keija

Altematif 3 : pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk natura

Altematif 4: Pajak Penghasilan Pasal 21 di gross-up

Sedangkan menumt Tulis S . Meliala (2006) Perlakuan akuntansi

atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari:

a. Ditanggung

Pajak yang ditanngung pemberi keija dapat digolongkan sebagai

k.»niifmatan (natura) karcnanya bukan merapakan penghasilan bagi

kaiyawan. Dari sisi penisahaan pun, tanggungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam

perhitungan pemberi keija.

b. Ditunjang

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalam menghitung

penghasilan bmto, artinya mempakan penghasilan bagi karyawan. Jika

menambah penghasilan kaiyawan dari sisi pemsahaan pun, tunjangan ini

dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Pajak Penghasilan

pemberi kega.
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c. Dibayar sendiri

Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 dibayar sendiri oleh katyawan, maka

dalam laporan keuangan perusahaan hanya akan muncul utang Pajak

Penghasilan Pasal 21 di neraca. Karena perusahaan bertindak sebagai

pemotong (witholder) pada saat penghasilan karyawan dibayarkan.

2.6. Tarif Pajak

Tarif umum p^ak menurut Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 25.000.000,- 5%

Di atas Rp. 25.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,- 10%

Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,- 15%

Di atas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,- 25%

Di atas Rp. 200.000.000,- 35%
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b. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarlf Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 10%

Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,- 15%

Di atas Rp. 100.000.000,- 30%

Menurut Yusdianto Prabowo (31, 2004) tarif umum Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam negeri mengalami perubahan dari tiga lapisan menjadi

lima lapisan dan tarif terendah 10% / tertinggi 30% menjadi tarif terendah

5% / tertinggi 35%, yaitu sebagai berikut:

■  Sampai dengan Rp. 25 juta 5%

■  > Rp. 25 juta - Rp. 50 juta 10%

■  > Rp. 50 juta-Rp. 100 juta 15%

■  > Rp. 100 juta - Rp. 200juta 25%

■  >Rp. 200 juta 35%

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Tarif

umum Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap mengalami

perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

■  Sampai dengan Rp. 50 juta 10%

■  >Rp. 50 juta-Rp. 100 juta 15%

■  >Rp. 100 juta 30%
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2.7. Pengfaitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pengbasilan Teratur

bagi Karyawan Tetap

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas pengbasilan pegawai tetap,

terlebih dahulu dicari seluruh pengbasilan bruto yang diterima atau

diperoleb selama sebulan, yang meliputi selurub gaji, segala jenis

tunjangan dari pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur

{overtime) dan pembayaran sejenisnya.

b. Untuk perusabaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan

Kecelakaan keija (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi

Jaminan Pemelibaraan Keija (JPK) yang dibayar oleb pemberi

keija merupakan pengbasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama

diberlakukan juga bagi premi asuransi kesebatan, asuransi

kecelakaan keija, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea

siswa yang dibayarkan oleb pemberi keija untuk pegawai kepada

perusabaan asuransi lainnya. Dalam mengbitung PPb Pasal 21,

premi tersebut digabungkan dengan pengbasilan bruto yang

dibayaikan oleb pemberi keija kepada pegawai.

c. Selanjutnya dibitung jumlab pengbasilan netto sebulan yang

diperbolebkan dengan cara mengurangi pengbasilan bruto sebulan

dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran

Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleb pegawai yang

bersangkutan melalui pemberi keija kepada Dana Pensiun yang
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pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada

Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

a. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah

penghasilan netto sebulan dikalikan 12.

b. Dalam hai seorang pegawat tetap dengan kewajiban pajak

subjektifiiya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak

awal tahun, tetapi mulai bekeija setelah januari, maka penghasilan

netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto

sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan

mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan

hasilnya dengan penghasilan netto yang diperoleh dalam masa-

masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari

pemberi keija sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam

bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 Al), jika pegawai

yang bersangkutan sebelumnya bekeija pada pemberi keija lain.

c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar

penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan netto

setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP,

d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tariff Pasal 17

UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud

pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang

harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

•  Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
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•  Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh

yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi keqa

sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti

pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan

sebelumnya bekeija pada pemberi keija lain, dibagl dengan

banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekeija, atas

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi keqa tidak didasarkan

atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21,
t

Jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan

bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:

1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;

2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan

cara seperti dalam angka 2 di atas.

c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu di hitung berdasarkan PPh

Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21

sebulan dalam huruf b dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai di camping dibayar gaji bulanan juga dibayar

kenaikan gaji yang berlaku sunit (rapel), misalnya untuk 5 (lima)

bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel) tersebut

(dalam hal ini 5 bulan);
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b. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan

sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dtkenakan pemotongan

PPh pasal 21;

c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan,

dihitung kembati atas dasar gaji bam setelah ada kenaikan;

d. PPh Pasal 21 temtang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan

dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung

berdasarkan humf c dikurangi dengan jumlah pajak yang telah

dipotong sebagaimana disebut pada humf b.

5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa

gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji Iain mengenai masa yang

lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka

cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah

ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam

angka 3.

Metode gross-up untuk menentukan tunjangan pajak atas dasar

penghasilan kena pajak (PKP) menggunakan rumus:

Gaji pokok / penghasilan sebulan Rp. XXX

Ditambah:

- Tunjangan Rp. XXX

-JKK Rp. XXX

-JK Rp. XXX

Mis: Tunjangan PPh pasal 21

TKP sebulan lOOx +
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PKP di atas Rp. 100.000,000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
Pajak =1/36 (PKPSTP - 55.000.000,00)

PKP di atas Rp. 200.000.000,00
Pajak =10/78 (0,35 PKPSTP - 33.750.000,00)

Metode ̂ oss-up untuk menentukan besamya tunjangan pajak atas

dasar penghasilan kena pajak (PKP), harus memilih di lapisan mana metode

gross-up digunakan: (Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006,97)

PKP X 5%

Lapisan ke-1 = atau
0.95

PB - (5 % X PTKP) - 5% X luran Pensiun dan JHT
-PB

Lapisan ke-2 =

0,9525

(PKP X10%) - Rp. 1.250.000

0,90

(PKP X 15%) - Rp. 3.750.000
Lapisan ke-3 =

0.85

(PKP X 25%) - Rp. 13.750.000
Lapisan ke-4 =

0.75

(PKP X 35%) - Rp. 33.750.000

Lapisan ke-5 =
0.65
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2.8. Pengeluaran-Pengeluaran

2.8.1. Pengeluaran-Peogeluaran yang Dapat Dikurangkan Dari

Peagbasilan Bruto

Pengertian pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya

menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006,36) adalah

pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung
dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghailan yang merupakan
Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan
dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat
dari pengeluaran tersebut.

Pengeluaran - pengeluaran yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto (Yusdianto Prabowo, 2004, 265) adalah sebagai

berikut:

1. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan

dengan pekeijaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,

bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk

uang, bunga, sewa, royalti, biaya peijalanan, biaya pengolahan

limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi

asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak

penghasilan;

2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta

berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh

hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih
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dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan

Pasal 11 A;

3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan;

4. kerugian karena penjualan harta yan^ dimiliki dan digunakan

dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan;

5. kerugian karena selisih kurs mata uang asing;

6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan

<ii Indonesia, magang, dan pelatihan.

Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan

bahwa: untuk menghitung besamya Pen^asilan Kena Pajak bagi

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan

beidasarkan penghasilan Brute dikurangi:

1. Biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan,

termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan

pekeijaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,

gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,

bunga, sewa, royalti, biaya peijalanan, biaya pengolahan limbah,

premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak

penghasilan.

2. Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud

dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
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biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 11 A.

3. luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau penghasllan harta yang dimiliki

dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk

mendapat, menagih, dan memelihara penghasllan.

5. Kemgian karena selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan

di Indonesia.

7. Biaya beasiswa, magang, penelitian.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi

komersial,

b. Telah diserahkan perkaia penagihannya kepada Pengadilan

Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

(BUPLN) atau adanya peganjian tertulis mengenai

penghapusan piutang atau pembebasan utang antar kreditur

dan debitur yang bersangkutan,

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus,

dan

d. Wajib pajak hams menyerahkan daftar piutang yang tidak

dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang
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pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak.

(Tulis S. Meliala, 2006,53)

2.8.2. Pengeluran-Pengeluaran Yang Tidak Dapat Dibebankan {Non

Deductible Expenses)

Pengertian pengeluaran yang tidak dapat di bebankan dari

penghaslian bruto menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis

(2006, 36) yaitu meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah

pemakalan penghasilan, atau yang jumlahnya di atas kewajaran.

Adapun biaya-biaya yang tidak diperbolehkan mengurangi

penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf a sampai

dengan k dan ayat 2 sebagai berikut: (tulis S Meliala, 2006,54)

1. untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi

Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh

dikurangkan:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun

seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh

perusahaan asuransi kepada pemegang polls, dan

pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa
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guna usaha dengan hak opsi, cadangan iintuk usaha

asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha

peitambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang

dibayarkan wajib pajak orang pribadi kecuaii jika dibayar

oleh pemberi keija dan premi tersebut dihitung sebagai

penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekegaan

atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekeijaan,

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. Jumlah yang meiebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan

pekeijaan yang dilakukan;

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan

warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

huruf a dan b;

h. Pajak Penghasilan;

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluaikan untuk kepentingan

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi

tanggungannya;
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j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,

atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas

saham;

k. Sanksi administrasi benipa bunga, denda, dan kenaikan

serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan

pelaksanaan pemndang-undangan di bidang perpajakan.

2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun

tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan

dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasa! 11 atau 11 A.

Menurut Gustian Djuanda dan Invansyah Lubis (2006, 36)

pengeluaran yang tidak dapat menguiangkan penghasilan bruto

(mn deductible) adalah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa basil usaha (SHU)

koperasi. Pembagian laba tidak boleh dibebankan karena

merupakan bagian dari penghasilan yang akan dikenakan pajak

penghasilan (PPh).

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti

perbaikan rumah pribadi, biaya peijalanan, biaya premi
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asuransi yang dibayar oleh penisahaan untuk kepentingan

pribadi pemegang saham dan keluarganya.

3. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali cadangan

piutang tak teitagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha

dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya

reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan

syarat-syaratnya ditetakan oleh Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh

Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi keija

dan premi tersebut menipakan penghasilan bagi wajib pajak

yang bersangkutan.

Premi asuransi tersebut yang dibayar oleh Wajib Pajak

orang pribadi tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena

pada saat orang pribadi tersebut menerima penggantian atau

santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan sebagai obyek

pajak.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekeijaan atau

jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,

kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh

pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura

dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekeijaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan.
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6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai

hubungan istimewa sebagai Imbalan sehubungan dengan

pekeijaan yang dilakukan.

7. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihlbahkan kepada

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan

kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan

sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan

Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang

tidak ada hubungannya dengan usaha, pekeijaan, kepemilikan,

atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, seita

warisan.

8. Pajak Penghasilan

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

10. Gaji yang dibayaikan kepada anggota persekutuan, firma, atau

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagm satu

kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.

ll.Sanksi administrasi benipa bunga, denda dan kenaikan serta

sanksi pidana benipa denda yang berkenaan dengan

pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
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2.9. Pengurang Yang Diperbolehkan Mengurangi Penghasilan Bruto untuk

Menentnkan Penghasilan Neto Kaiyawan Tetap

Pengurang yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto untuk

menentukan penghasilan neto katyawan tetap adalah sebagai berikut :

(Endang sudjatman, 2006, 7)

1. Besamya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan

penghasilan bruto dikurangi dengan :

d. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapat, menagih, dan

memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan

bruto, dengan jumlah maksimum Rp. 1.296.000,00 setahun atau

Rp. 108.000,00 sebulan

e. luran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau

Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besamya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal UU No 17 Tahun

2000 telah diubah dengan Ketetapan Peratuian Menteri Keuangan

Nomor 564/KMK.03/2004, Tentang Penyesuaian Besamya Penghasilan

Tidak Kena Pajak, yang diterbitkan tanggal 29 November 2004, maka

PTKP sejak Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut:
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a. Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang

pribadi;

b. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rapiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri

yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

d. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap

anggota keluarga sedarah dan sekeluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dalam hal kaiyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya

untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP

selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang.

Pengurang yang diperbolehkan Mengurangi Penghasilan bruto

untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap menurut gustian Djuanda

dan Irwansyah Lubis (2006,84) adalah:

1. Biayajabatan atau biaya pensiun.

Biaya jabatan besamya adalah S % dari penghasilan bruto, maksimum

yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 1.296.000 setahun atau Rp.

108.000 sebulan.

Biaya pensiun 5 % dari penghasilan bruto, maksimum yang

dipericenankan sebesar Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000 sebulan.
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2. luran terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau

Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan ban Tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.10. Beban Pajak

Menurut PSAK No. 46

Beban pajak adalah Jumlah agregat pajak kini {current tax) dan
pajak tangguhan (deferred tax) yang ikut diperhitungkan dalam
penghitungan laba atau rugi akuntansi pada suatu atau dalam
periodebeijalan. (Hamanto, 2003, III)

Deflnisi beban pajak menurut Yusdianto Prabowo (2004,269) adalah

semua biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka

menghitung besamya penghasilan kena pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan beban pajak adalah jumlah

beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dalam periode atau tahun pajak

begalan.

2.10.1. Pengertian Pajak Knrang Bayar

Pengertian pajak kurang bayar menurut Tony Marsyahrul

(2005, 62) adalah jumlah kredit pajak yang dibayar lebih kecil
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daripada jumlah pajak yang temtang atau disebut juga kekurangan

atas pembayaran pajak.

Menurut Mohammad Zain (2005,112)

pajak kurang bayar, yang teijadi karena jumlah pajak
yang temtang lebih besar dari kredit pajak, yang hams
dilunasi selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima
bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun
pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu
disampaikan.

Dari definist di atas dapat dtsimpulkan pajak kurang bayar

adalah jumlah kredit pajak lebih kecil dari pada pajak temtang.

2.10.2. Pengertian Pajak Lebih Bayar

Menumt Tony Marsyahml (2005, 54) pajak lebih bayar

adalah jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih

besar dari pada jumlah pajak yang temtang atau telah dilakukan

pembayaran pajak yang tidak seharusnya temtang.

Menumt Mohammad 2^in (2005, 112)

pajak lebih bayar, yang teijadi karena jumlah pajak
yang temtang lebih besar dari kredit pajak, yang dapat
dimintakan restitusi atau dilakukan kompensasi dengan
pajak-pajak yang belum dilunasi atau yang akan
dilunasi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pajak lebih

bayar adalah jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah

pajak temtang.



BABin

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti penulis meliputi penghitungan pajak

penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap tahun 200S. Untuk mendapatkan

data dari informasi yang memadai, maka penulis melakukan penelitian pada

PT Nugroho Aidhana Reswari yang terletak di Jalan Raya Sukahati Blok F1

No. 03 Desa Tengah Cibinong. Pada tahun 2006 PT Nugroho Ardhana

Reswari pindah lokasi ke Jalan Raya Kebon Pedes N0.S8 Tanah Sareal

Bogor.

PT Nugroho Ardhana Reswari adalah perusahaan yang bergerak

dibidang perdagangan umum dan jasa. Unit keija yang diteliti meliputi pajak

penghasilan (PPh) pasal 21 seluruhnya ditanggung oleh PT Nugroho

Ardhana Reswari dan dibiayakan atas penghasilan kaiyawannya berupa gaji,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekegaan yang dilakukan oleh karyawan di PT.

Nugroho Ardhana Reswari.

Untuk objek penelitian pada perusahaan, maka penulis

menitikberatkan pada cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21terhadap

gaji karyawan tetap pada PT Nugroho Ardhana Reswari menurut peratuaran

perpajakan yang berlaku.

48
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3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasamya adalah pengembangan teori dan

pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan

terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya,

penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu

yang diatur dengan baik.

1. Jenis, Metode, dan Tehnik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskritptif

(eksplotatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan

antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya

berdasarkan hipotesis yang ada.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi

kasus, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah

dirumuskan. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang

dilakukan secara intensi^ terinci, dan mendalam terhadap suatu

organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari

wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau

subjek yang sangat sempit. Hasil penelitian kasus ini hanya

berlaku bagi kasus itu sendiri.
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c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah:

1. Analisis kuantitatif, yaitu data yang berupa data angka,

seperti daftar gaji karyawan

2. Analisis kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka,

seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi

perusahaan dan data lain yang diperlukan.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah groups, yaitu sumber

data yang diperoleh dari bagian administrasi dan keuangan, staff

dan sekietaris.

3.2.2. Operasional Variabel

Pada tabel 1 penjelasan Operasionalisasi Variabel mengenai

altematif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kaiyawan,

di mana penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang seluruhnya

ditanggung oleh perusahaan dan di biayakan hams menggunakan

metode gross-up untuk menetukan tunjangan pajak, sehingga

tunjangan pajak yang diberikan pemberi keija sama besamya

dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh penerima penghasilan.

Sedangkan untuk beban pajak di peroleh dari cara

penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut, apakah teijadi

kurang bayar, lebih bayar atau nihil.



51

Tabel2

Operasional variabel

Variabel/sub

variabel

Indikator Ukuran Skala

Altematif Perhitungan PPh
pengelolaan Pasal 21:

Rasiotransaksi yang • IXx gross-up • Besamya pajak
berkaitan penghasilan Pasal
dengan 21 sama dengan
karyawan tunjangan pajak

Beban Pajak Penghasilan Kena Pajak
dlkali tarif pajak

Rasio• Kurangbayar • Besamya jumlah
kredit pajak lebih
kecil dari pada
pajak terutang

Rasio• Lebihbayar • Besamya jumlah
pajak lebih besar
dari pada pajak
temtang
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3.2.3. Metode Penarikan Sam pel

Penulis tidak menggunakan penarikan sampel dalam

penelitian ini karena metode yang digunakan adalah stud! kasus.

Penulis menggunakan data gaji, tunjangan dan pembayaran lain

tahun 2005 terhadap karyawan tetap.

3.2.4. ProsedurPengumpulan Data

Prosedur yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data

dan informasi materi pendukung pada tahun 2005 dalam penulisan

makalah seminar ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui

sumber informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data dan

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terutang. Adapun

teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada

pihak pimpinan maupun karyawan mengenai masalah yang

diteliti.

b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung pada objek yang diteliti pada bagian

administrasi dan keuangan, akuntansi tentang tata cara
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peihitungan dan laporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21

kemudtan hasilnya diuji menurut ketentuan dan tata cara

perpajakan yang telah ditetapkan.

2. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data

yang sebelumnya telah terbentuk, seperti ketentuan umum dan

tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan dan laporan-

laporan yang beriiubungan dengan pajak penghasilan (PPh)

pasal 21.

3.2.5. Metode Analisis

Sesuai dengan tujuan ini, metode yang penulis ajukan adalah

deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan perhitungan

perpajakan yang dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan yang

berlaku.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusabaan

' 4.1.1. Scjarah dan Perkembangan Perusabaan

PT. Nugroho Ardhana Reswari berdiri pada tahun 1982 yang

berlokasi dt jalan Sedap Malam 2 No. 58 Rt. 003 Rw. 008 Desa

Curug Mekar Bogor. Perusabaan tersebut pada awalnya berupa

perusabaan kecil. Tenaga keija yang digunakan sekitar 10 orang

yang terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap.

Sebagai perusabaan kecil yang bergerak di bidang

perdagangan, percetakan, pertanian, pengangkutan, pembangunan

dan jasa, ditambah dengan bidang industri dan perbengkelan PT.

Nugroho Ardhana Reswari berkembang pesat Permintaan terus

meningkat sehingga tidak bisa memenuhinya.

I>engan perkembangan permintaan yang begitu pesat, maka

perusabaan mengembangkan lokasi usahanya, otomatis tenaga keija

yang direknit juga ikut bertambah sesuai dengan usaha pemilik untuk

memenuhi permintaan.

Seiring dengan perkembangan tersebut kantor pusat yang

berada di jalan Sedap Malam 2 No. 58 Rt 003 Rw. 008 Desa Curug

Mekar Bogor yang mempakan daerah perumahan penduduk dengan

analisis dan pertimbangan daerah tersebut tidak layak dan terlalu
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sempit, maka pada tahun 1988 sebagai usaha untuk lebih

mengefektifkan opetasi perusahaan dibeli lahan di daerah kota yang

merupakan kawasan industri Ji. Kemayoran H. Ung No. 212

kebayoran Bam, Jakarta yang menjadi kantor pusat pemsahaan PT.

Nugroho Ardhana Reswari.

Dengan kemajuan pemsahaan yang semakin meningkat

profesionalisme juga dilakukan, antara lain dengan merekmt

beberapa tenaga ahli untuk memegang jabatan manajer. Sejalan

dengan perkembangan pemsahaan dan permintaan makin meningkat

sehingga pimpinan pemsahaan bemsaha menambah alat-alatnya agar

dapat memenuhi pasaran yang ada.

Dan pada tahun 2001 pemsahaan membuka cabang di Jl. Raya

Sukahati Blok F.l No.3 Cibinong, Bogor untuk membantu

melanjutkan usaha-usaha yang ada. Kemudian pada tahun 2006

pemsahaan cabang tersebut pindah ke Jalan Raya Kebon Pedes

No.58 Tanah Sareal Bogor.

4.1.2. Struktur Organlsasi, Tugas dan Wewenang

Suatu pemsahaan pasti mempunyai tujuan. Untuk mencapai

tiijuan tersebut diperlukan suatu bentuk organisasi. Suatu tujuan

dapat tercapai dengah adanya keija sama yang baik dan harmonis di

antara karyawan-katyawannya. Dengan adanya kerja sama tersebut,

tujuan PT. Nugroho Ardhana Reswari yaitu untuk mencapai hasil

yang diinginkan maka harapan pemsahaan ini dapat tercapai.
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Struktur organisasi setiap penisahaan tidaklah selalu sama, hal

int tergantung pada besar kecilnya penisahaan yang bersangkutan

dan jenis atau skala usahanya. Jadi jelaslah bahwa stniktur organisasi

merupakan pedoman untuk melaksanakan aktivitas di dalam

penisahaan itu.

Organisasi di definisikan sebagai berikut:

b. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang

bekeija untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Organisasi dalam arti struktur adalah sekelompok atau gambaran

secara sistematis tentang hubungan-hubungan keijas sama dari

orang-orang yang terdapat dalam kerangka usaha pencapaian

tujuan.

Adapun bentuk struktur organisasi pada umumnya dibedakan

atas 3 (tiga) Jenis yaitu sebagai berikut:

a. Organisasi garis

Dalam sistem organisasi garis kekuasaan mengalir secara

langsung dari atas yaitu pimpinan dan kemudian terns mengalir

ke kaiyawan yang berada di bawahnya. System ini menganut

kesatuan dalam pimpinan dan perinyah, sehingga disiplin ke^a

lebih teqamin.

b. Organisasi fungsional

Sistem ini biasanya digunakan dalam organisasi yang besar

dengan jumlah kaiyawan yang banyak dan aktifitas penisahaan

sangat terspesialisasi. Dalam penisahaan, masing-masing
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manajer adalah seorang ahli dan masing-masing kaiyawan atau

bawahan mempunyai beberapa pimpinan. Manajer mempunyai

kekuasaan penuh untuk menjalankan fungsi yang menjadi

tanggung jawabnya. Jadi bentuk organisasi ini lebih menekankan

pada pembagian fungsi.

c. Organisasi garis dan staf

Sistem organisasi garis dan staf ini merupakan konbinasi

yang diambil dari keuntungan adanya pengawasan langsung dan

spesialisasi dalam perusahaan. Di mana kesatuan dalam

pimpinan yang merupakan salah satu kebaikan dari sistem

organisasi garis dan adanya spesialisasi dalam perusahaan yang

merupakan kebaikan dari sistem fungsional. Sistem garis dan staf

ini lebih baik dipakai untuk perusahaan yang berskala besar.

Penetapan struktur organisasi dalam perusahaan akan

mempeijelas pembagian keija, tugas, wewenang dan tanggung jawab

masing-masing personil yang menempati pos-pos dalam struktur

organisasi agar sumber daya yang ada mampu untuk mencapai tujuan

yang sudah ditetapkan. Suatu perusahaan yang berkembang dengan

baik tentunya harus mempunyai struktur organisasi yang baik pula.

Untuk mengetahui suatu struktur organisasi dari suatu jenis

perushaaan, maka kita terlebih dahulu harus melihat bagan yang

merupakan suatu penjelasan dari bagian-bagian yang.dihubungkan

antas satu dengan yang lainnya melalui saluran wewenang.
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Untuk melengkapi organisasi perusahaan, maka disajikan

struktur organisasi PT Nugroho Ardhana Reswari seperti terlihat

pada bagan berikut ini:

Struktur Oi^anisasl PT. Nugroho Ardhana Reswari Bogor

Privo Setvono

Manager

Andri Gratika

Pelaksana

Moch. Rusdi

Pelaksana

Manager Teknik
Ir. Firdaus Drs. Imron F. Svam

Manager Adm. & Keu

Avi Setvana

StaffI

Dew! Merdeka Wati

Sekretaris

Ricky Panealo

Staff II

Nv. Hi. Anie Asmara R.

Komisaris Utama

Nv. Bagas Astuti

Komisaris

H. Rachmanto SB, SH. MBA

Direktur

Sumber: PT. Nugroho Ardhana Reswari
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Apabila kita melihat stniktur organisasi pada PT. Nugroho

Ardhana Reswari, maka dapat diketahui bahwa bentuk struktur

organisasinya adalah organisasi garis, di mana kekuasaan dan

perintah beijalan dari atas (pimpinan) kepada bawahan

(staElcaiyawan), sedangkan tanggung jawab beqalan dari bawah ke

atas atau dari bawahan kepada pimpinan.

Dari struktur organisasi di atas, masing-masing bagian

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Komisaris Utama

1) Memantau semua kegiatan usaha dan pelaksanaan semua

kebijakan-kebijakan perusahaan yang teiah ditetapkan.

2) Melobi instansi-instansi terkait untuk kelancaran perusahaan.

3) Melaksanakan beberapa kegiatan dan kabijaksanaan,

perencanaan keija dan produk.

b. Komisaris

1) Meiakukan pengawasan dalam menjalankan perseroan serta

memberikan nasihat kepada Direksi.

2) Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu

dalam jam kerja kantor perseroan, berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dikuasai oleh

perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan

uang kas dan Iain-lain serta berii^ untuk mengetahui segala

tindakan yang telah di jalankan oleh Direksi.
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3) Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara

kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan

mereka bersama.

c. Direktur

1) Melaksanakan dan mengembangkan system dan bentuk usaha

yang telah di tentukan direktur utama

2) Membuat rencana buianan, harian.

3) Menentukan target keija.

d. Sekr^taris

1) Mengagendakan semua rencana-rencana keija atasannya

2) Membuat notulen semua basil rapat yang dipimpin atasannya

dan mendistribusikannya kesemua peserta rapat.

3) Mencatat, membuat laporan semua basil kerja atasannya.

4) Mengatur jadwal pertemuan dengan relasi atau tamu-tamu

atasannya.

5) Mengingatkan rencana keija pada atasannya.

e. Manager Teknik

1) Membuat proposal keperluan baban untuk perawatan mesin-

mesin perusabaan serta perlengkapannya.

2) Membuat proposal rencana overhaul mesin-mesm perusabaan

serta jumlab personal tenaga keija teknik yang diperlukan.

3) Membuat rencana-rencana perawatan mesin,peibaikan dan

overhaul mesin-mesin perusabaan.
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4) Mengadakan training untuk personei teknik dan operator

mesin-mesin.

5) Menyetop operasional pada mesin-mesin yang bermasalah

untuk perbaikan.

f. Pelaksana Teknik

1) Melaksanakan, menjaga kelancaran mesin-mesin produksi

2) Melaksanakan semua rencana-rencana perawatan serta

rencana overhaul mesin-mesin produksi.

3) Membuat laporan dan lis kegiatan semua mesin-mesin.

4) Mencegah kerusakan mesin drai kesalahan-kesalahan

pengoperasian oleh operator-operator dengan jalan

peneguran, peringatan atau training-training.

g. Manager

1) Melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan kebijakan

perusahaan, ke dalam menyangkut aktivitas perusahaan dan

ke luar menyangkut hubungan masyarakat dengan instansi

tericait

2) Membuat dan mengendalikan program-program keija tingkat

operasional secara menyeluruh

3) Mengevaluasi dan membuat analisa perkembangan usaha

4) Melaksanakan fiingsi manajemen.

h. Pelaksana Manager

1) Membantu manager dalam melaksanakan kegiatan dan

kebijakan perusahaan.
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2) Melaksanakan tugas-tugas manager apabila manager

berhalangan.

i. Manager Administrasi dan Keuangan

1) Mengurus administrasi kepegawaian dan kesejahtraan

kaiyawan

2) Mengatur dan mengendaiikan Departemen keuangan.

3) Mengatur dan memantau Pendistribusian dana untuk kegiatan

operasional perusahaan.

4) Bertanggung jawab terhadap dana-dana yang dikeluarkan

untuk kegiatan operasional perusahaan.

j. Staff Administrsi dan Keuangan I

1) Menyusun, melaksanakan, dan mengawasi anggaran

pendapatan dan belanja perusahaan.

2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.

3) Mengurus Bank, asuransi, dan perpajakan.

k. Staff administrasi dan Keuangan II

1) Menerima uang pembayaran

2) Mengeluarkan uang untuk pembelian-pembelian bahan

3) Membuat nota-nota yang menyangkut keuangan.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan

FT. Nugroho Ardhana Reswari merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa yaitu seperti :
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perdagangan, percetakan, pertanian, pengangkutan, pembangunan

dan jasa, ditambah dengan bidang industri dan perbengkelan.

Usaha-usaha yang di lakukan Pt. Nugroho Ardhana Reswari

tersebut dapat dijabarican sebagai berikut:

a. 1) Berusaha dalam bidang perdangan berupa:

■ Suku cadang alat-alat pemadam kebakaran, kereta api dan

pesawat terbang

■ Perlengkapan dan peralatan kantor, sekolah, rumah tangga,

alat-alat kesehatan, kedokteran, laboratorium, farmasi,

bahan-bahan klmia, alat-alat bantu teknikal, mekanikal,

elektrikal, elektronika, ukur, servai, bangunan,

telekomunikasi, navigasi, musik, computer baik perangkat

keras 0tardware) maupun perangkat lunak {software) serta

peralatan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan,

petemakan, perikanan, pertambangan dan industri berikut

suku cadangnya.

■ Otomotif, asesoris dan peralatan perkakasnya termasuk

suku cadang kendaraan bermotor, meisn-mesin, diesel,

bahan baker, minyak pelumas dan cat.

■ Hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, petemakan,

perikanan, pertambangan dan industri.

■ Termasuk ekspor, impor, antar pulau (inter insulair)

maupun lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun atas

tanggungan pihak lain secara komisi.
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2) Berusaha dalam bidang pengadaan barang - barang tersebut

pada sub (1) di atas, baik sebagai leveransir, glossier,

komisioner, distributor dan supplier maupun sebagai agen

(perwakilan) dari berbagai perusahaan dalam negeri dan luar

negeri kecuali keagenan dalam bidang peijalanan.

b. Berusaha dalam bidang percetakan antara lain:

■ Mencetak kartu nama, undangan, kop surat, amplop,

kwitansi, brosur, pamphlet, kalender, buku dan dokumen.

■  Penerbitan buku-buku ilmiah.

■  Penjilidan buku, skripsi, makalah, kaiya tulis serta dokumen.

c. Berusaha dalam bidang pertanian, antara lain:

■  Perkebunan dan kehutanan serta mengelola hasil-hasil

produksinya

■  Perikanan darat, tambak dan laut.

■  Petemakan unggas, petelur dan hewan potong.

d. Berusaha dalam bidang pengangkutan darat/transportasi, baik

barang, penumpang, maupun hewan dengan menggunakan truk

dan bus serta kendaraan-kendaraan lain yang diperbolehkan

undang-undnag atau peraturan-peiiaturan yang berlaku.

e. 1) Berusaha dalam bidang biro bangunan (kontraktor) baik

sebagai perencana, pelaksana, pengawasan maupun sebagai

pemborong untuk:

a. Perumahan, perkantoran, pertokoan, apartemen,

kondominium atau rumah susun berikut fasilitas-
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fasilitasnya, baik fesilitas sosial maupun fesilitas lainnya

yang menipakan satu kesatuan petnukiman.

b. Jembatan-jembatan, jalanan-jalanan, gorong-goromg,

landasan-landasan, konstruksi baja/beton, dam-dam dan

pengairan (irigasi), pengerukan dan pengurugan,

pembuatan sumur artesis serta pekeijaan umum (sipil)

lainnya,

c. Pemasangan instalansi listrik, air bersih, air kotor, gas,

fire alarm, penangkal petir, sound system, pipa dan

telekomunikasi/telex.

2) Berusaha dalam bidang real estate, property dan sebagai

developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang

berkaitan dengan usaha tersebut Termasuk pula pembebasan

tanah {land cleaning), pemetaan, pengkavelingan dan

penjualan tanah, baik untuk perumahan maupun tanah untuk

industri berikut segala bangunan yang berada di atasnya.

f. Berusaha dalam bidang jasa, yang meliputi jasa kecuali dalam

bidang hukum dan pajak, yaitu antara lain :

■  Jasa perawatan dan pemeliharaan {cleaning service) untuk

bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung

perkantoran, apartemen, kondominium dan pertokoan

termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut,

kapal-kapal terbang, dan kendaraan umum.
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■  Jasa desain interior dan eksterior berikut kelengkapan

furniture untuk bangunan-bangunan tersebut di atas termasuk

desain interior dan eksterior pertamanan {landscaping pada

umumnya baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

■  Jasa pemeiiharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin,

alat-alat industri, peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal,

elektrikal, elektronika, timbangan khusus dan peralatan

laboratorium, tennasuk juga computer baik perangkat lunak

{software) maupun perangkat keras {hardware) .

■  Jasa waning pos dan telekomunikasi (warpostel) dengan

menyediakan telepon lokal, interlokal, iuar negeri, kartu

telepon, &ximile dan pos surat.

■  Jasa boga yang meliputi pendirian dan pembukaan restoran,

rumah makan dan katering.

■  Jasa penunjang dalam bidang pertambangan minyak dan gas

bumi.

■  Jasa pest control, terminat control dan fumigasi.

"  Periklanan {advertising) / promosi niaga, baik melalui media

cetak, televise, radio maupun dengan cara pembuatan dan

pemasangan reklame yaitu berupa papan merk {billboard),

papan neon {neonbox) dan spanduk-spanduk.

g. Berusaha dalam bidang industri pakaian jadi/konveksi (garment),

pertekstilan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan, alat-
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alat rumah tangga dan kerajinan tangan serta industri hasil-hasil

hutan, pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan.

h. Berusaha dalam bidang perbengkelan kereta api, pesawat terbang,

kendaraan-kendaraan bemiotor serta mesin-mesin, yang meliputi

pekeijaan service station, reparasi, pengecatan, dan pengelasan.

4.2. Objek Pajak Penghasllan Pasal 21 di PT. Nugroho Ardhana Reswari

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada masing-masing

karyawan tetap PT. Nugroho Ardhana Reswari adalah sebagai berikut:

Tabei. 4

DAFTAR GAJI PT. NURGOHO ARDHANA RESWARI

No. Nama Pegawai Gajl per bulan

1 Ny. Hj. Anie Asmara R 4,500,000

2 Ny. Bagas Astuti 4,100,000

3 H. Rachmanto SB, SH. MBA 4,500,000

4 Dewi Merdekawati 1,200,000

5 Ir. Firdaus 3,200,000

6 Priyo Setyono 3,200,000

7 Drs. Imron F. Syam 2,200,000

8 Moch. Rusdi 2,200,000

9 Andri Gratika 1,700,000

10 Ayi Setyana 1,850,000

11 Ricky Pangalo 600,000

jumlah 29,250,000
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4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap

Menurut PT. Nugroho ardhana Reswari

1. Ny. Hj. Anie Asmara R.

Gaji Rp. 4.500.000,-

Di kurang:

Biayajabatan

(5% Rp. 4.500.000,-) Rp. 108.000,- (-)

Penghasilan neto sebulan Rp. 4.392.000,-

Penghasilan neto setahun

(Rp 4.392.000,-X 12) Rp. 52.704.000,-

PTKP (K/00)

WPsendiri Rp. 12.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp, 40.704.000,-

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah:

5% X Rp. 25.000.000,- Rp. 1.250.000,-

10% XRp. 15.704.000,- Rp. 1.570.400,- (+)

Rp. 2.820.400,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 2.820.400,-: 12) Rp. 235.033,-
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2. Ny. Bagas Astuti

Gaji Rp.

Di kurang:

Biayajabatan

( 5% Rp. 4.100.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 3.992.000,-X 12)

PTKP (K/00)

WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah:

5% XRp. 25.000.000,-

10% XRp. 10.904.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 2.340.400,-: 12)

3. H. Rachmanto Srie Basuld, SB, SH, MBA

Gaji

Di kurang:

Biayajabatan

( 5% Rp. 4.500.000,-)

Penghasilan neto sebulan

4.100.000,-

Rp. 108.000,- (-)

Rp. 3.992.000,-

Rp. 47.904.000,-

Rp. 12.000.000,- (-)

Rp. 35.904.000,-

Rp. 1.250.000,-

Rp. 1.090.400,- (+)

Rp. 2.340.400,-

Rp. 195.033,-

Rp. 4.500.000,-

Rp. 108.000,- (-)

Rp. 4.392.000,-
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Penghasilan neto setahun

(Rp 4.392.000,-X 12)

PTKP(K/2)

WP sendiri

WP. Kawin

Tanggungan(2)

Rp.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :

5% X Rp. 25.000.000,-

10%XRp. 12. 104.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 2.460.400,-: 12 )

4. Dewi Medekawati

Gaji

Di kurang:

Biayajabatan

(5%Rp. 1.200.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 1.140..000,-X12)

PTKP(K/00)

WP sendiri

Rp. 52.704.000,-

 12.000.000,-

Rp. 1.200.000,-

Rp. 2.400.000,- (+)

Rp. 15.600.000,- (-)

Rp. 37.104.000,-

Rp. 1.250.000,-

Rp. 1.210.400,- (+)

Rp. 2.460.400,-

Rp. 205.033,-

Rp. 1.200.000,-

Rp. 60.000,- (-)

Rp. 1.140.000,-

Rp. 13.680.000,-

Rp. 12.000.000,- (-)
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Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah:

5%XRp. 1.680.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

( Rp. 84.000,-: 12 )

5. Ir. Firdaus Jupri

Gaji

D1 kurang:

Biayajabatan

( 5% Rp. 3.200.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 3.092.000,- X 12)

PTKP(K/4)

Rp. 1.680.000,-

WP sendiri

WP. Kawin

Tanggungan (4)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah:

5% XRp. 20.304.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp.L015.200,-: 12)

Rp.

Rp.

84.000,-

7.000,-

Rp. 3.200.000,-

Rp. 108.000,- (-)

Rp. 3.092.000,-

Rp. 37.104.000,-

Rp. 12.000.000,-

Rp. 1.200.000,-

Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- (-)

Rp. 20.304.000,-

Rp. 1.015.200,-

Rp. 84.600,-
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6. Priyo styono

Gaji

Di kurang:

Biayajabatan

( 5% Rp. 3.200.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 3.092.000." X 12)

PTKP(K/4)

WP sendiri

WP. Kawin

Tanggungan (4)

Rp.

Rp. 3.200.000,-

Rp. 108.000,- (-)

Rp. 3.092.000,-

Rp. 37.104.000,-

12.000.000,-

Rp. 1.200.000,-

Rp. 3.600.000,- (+)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah:

5% XRp. 20.304.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 1.015.200,-: 12)

7. Drs. Imron F. syam

Gaji Rp.

Di kurang:

Biayajabatan

(5%Rp. 2.200.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Rp. 16.800.000,- (-)

Rp. 20.304.000,-

Rp. 1.015.200,-

Rp. 84.600,-

2.200.000,-

Rp. 108.000,- (-)

Rp. 2.092.000,-



73

Penghasilan neto setahun:

(Rp 2.092.000,-X 12)

PTKP(K/4)

WP sendiri

WP. Kawin

Tanggungan (4)

Rp.

Rp. 25.104.000,-

12.000.000,-

Rp. 1.200.000,-

Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- (-)

Pen^asilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah:

5% X Rp. 8.304.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 415.200,-: 12)

8. Moch. Rusdi

Gaji

Di kurang:

Biayajabatan

(5% Rp. 2.200.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 2.092.000,-X 12)

PTKP(K/4)

WP sendiri Rp. 12.000.000,-

WP. Kawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (4) Rp. 3.600.000,- (+)

R

R

R

R

R

R

p. 8.304.000,-

p. 415.200,-

p. 34.600,-

p. 2.200.000,-

p. 108.000,- (-)

Rp. 2.092.000,-

p. 25.104.000,-
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Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah;

5% XRp. 8.304.000,-

PPh Pasal 21 sebulzin adalah

(Rp. 415.200,-: 12)

9. Andri Gratika

Gaji

Di kurang:

Biayajabatan

(5%Rp. 1.700.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 1.615.000,-X 12)

PTKP(K/3)

WP sendiri

WP. Kawin

Tanggungan (3)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah:

5% XRp. 2.580.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 129.000,-: 12 )

Rp. 16.800.000,- (-)

Rp. 8.304.000,-

Rp. 415.200,-

Rp. 34.600,-

Rp. 1.700.000,-

Rp. 85.000,- (-)

Rp. 1.615.000,-

Rp. 19.380.000,-

Rp. 12.000.000,-

Rp. 1.200.000,-

Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- (-)

Rp. 2.580.000,-

Rp. 129.000,-

Rp. 10.750,-
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10. Ayi Styana

Gaji

Di kurang:

Biayajabatan

(5% Rp. 1.850.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 1.757.500,- X 12)

PTKP(K/00)

WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dlbayar setahun adalah:

5%XRp. 1.090.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 454.500,-: 12)

11. Richy Pangalo

Gaji

Di kurang:

Biayajabatan

(5%Rp. 600.000,-)

Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun:

(Rp 570.000,-X 12)

Rp. 1.850.000,-

Rp. 92.500,- (-)

Rp. 1.757.500,-

Rp. 21.090.000,-

Rp. 12.000.000,- (-)

Rp. 9.090.000,-

Rp. 454.500,-

Rp. 37.875,-

Rp. 600.000,^

Rp. 30.000,- (-)

Rp. 570.000,-

Rp. 6.840.000,-
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PTBCP(K/00)

WPsendiri Rp. 12.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah: nihil

PPh Pasal 21 sebulan adalah nihil



Tabel. 5

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI

TAHUN2005

No. Nama Pegawal Gajl Perbulan Status
PPhPasaUl

Terutang Setahnn
PPhPasal21

Terutang Sebulan

1 Ny. Hi. Anie Asmara R Rp 4,500.000 K/0 Rp 2,820,400 Rp 235.033

2 Ny. BagasAstuti Rp 4,100,000 K/0 Rp 2340,400 Rp 195,033

3 H. Rachmanto SB, SH. MBA Rp 4,500,000 K/2 Rp 2,460,400 Rp 205,033

4 Dewi Merdekawati Rp 1,200,000 TK/0 Rp 84,000 Rp 7,000

5 Ir.Firdaus Rp 3.200.000 K/4 Rp 1.015300 Rp 84,600

6 Priyo Setyono Rp 3,200,000 K/3 Rp 1,015,200 Rp 84,600

7 Drs. Imron F. Syam Rp 2,200,000 K/4 Rp 415,200 Rp 34,600

8 Moch. Rusdl Rp 2,200,000 K/4 Rp 415,200 Rp 34,600

9 Andri Gratika Rp 1.700,000 K/3 Rp 129,000 Rp 10,750

10 A)d Setyana Rp 1,850,000 K/0 Rp 454,500 Rp 37,875

11 Ricky Pangalo Rp 600,000 K/0 NIHIL NIHIL

jomlah Rp 29,250,000 Rp 11,149,500 Rp 929,124

Sumber: PT Nugroko Arcana Reswari
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PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI

LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yaag berakhir pada tanggal 31 Desamber 2005

Pendapatan

HP?

Laba Bruto

Biaya Umum dan Adm

Laba Operas!

Pendapatan lain (Biaya)

Pendapatan

Biaya

laba sebelum Pajak

Rp 1,282,406,450

Rp

Rp 1,282,406,450

Rp 893,717,634

Rp 388,688,816

Rp

Rp

Rp

Rp

321,000,000

31,012,000

289,988,000

678,676,816

Pajak

Laba Setelah Pajak

Rp 186,103,045

Rp 492,573,771
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4.4. Alternatif Pengelolaan Tradsaksi yaag Berkaitan deogan Karyawan

Dalam Menentukan beban Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT.

Nugroho Ardhana Reswari

1. Ny. Hj. Anie asmara

Gaji Rp. 4.500.000,-

Total sebulan Rp. 4.500.000,-

Total setahun

12 X Rp. 4.500.000,- Rp. 54.000.000,-

THR Rp. 4.500.000,- (+)

Penghasilan brute setahun Rp. 5S.500.000,-

Dikurang:

Biayajabatan

5% XRp. 58.500.000,- Rp. 1.296.000,- (-)

Rp. 57.204.000,-

PTKP:

WP sendiri Rp. 12.000.000,- (-)

PKP setahun Rp. 45.204.000,-

PPh pasal 21 setahun:

(PKPX 10%)-Rp. 1.250.000,-

Lapisanke-2 =

0.90

(Rp. 45.204.000,-X 10%)-Rp. 1.250.000,-

0.90
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Rp. 4.520.400,--Rp. 1.250.000,-

0.90

= Rp. 3.633.778,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 3.633.778,-; 12 Rp. 302.815,-

2. Ny. Bagas Astuti

Gaji Rp. 4.100.000,-

Total sebulan Rp. 4.100.000,-

Total setahun

12 XRp. 4.100.000,- Rp. 49.200.000,-

THR Rp. 4.000.000,- (+)

Penghasilan brute setahun Rp. 53.200.000,-

Dikurang:

Biayajabatan

5%XRp. 53.200.000,- Rp. 1.296.000,- (-)

Rp. 51.904.000,-

PTKP:

WP sendiri Rp. 12.000.000,- (-)

PKP setahun Rp. 39.904.000,-

PPh pasal 21 setahun:

(PKPX 10%)-Rp. 1.250.000,-

Lapisanke-2 =

0.90



(Rp. 39.904.000,- X 10%) - Rp. 1.250.000,-

0.90

Rp. 3.990.400,--Rp. 1.250.000,-
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0.90

= Rp. 3.044.889,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 3.044.889,-: 12 Rp.

3. H. Rachmanto srie Basuki, SB, SH, MBA

253.741,-

Gaji

Total sebulan

Total setahun

12 X Rp. 4.500.000,-

THR

Penghasilan bruto setahun

Dikurang:

Biayajabatan

5% XRp. 58.500.000,-

Rp. 4.500.000,-

Rp. 4.500.000,-

Rp.

Rp.

54.000.000,-

4.500.000,-

Rp. 58.500.000,-

Rp. 1.296.000,-

Rp. 57.204.000,-

PTKP:

WP sendiri

WPkawin

Rp. 12.000.000,-

Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (2) Rp. 2.400.000,- (+)

Rp. 15.600.000,-

PKP setahun

(+)

(-)

(-)

Rp. 41.604.000,-
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PPh pasal 21 setahun:

(PKP X 10%) - Rp. 1.250.000,-

Lapisan ke-2 =

0.90

(Rp. 41.604.000,-X 10%)-Rp. 1.250.000,-

0.90

Rp. 4.160.400,- - Rp. 1.250.000,-

0.90

= Rp. 3.233.778,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 3.233.778,-: 12 Rp. 269.481,-

4. Dewi Merdekawati

Gaji Rp. 1.200.000,-

Tunjangan makan & transport Rp. 300.000,- (+)

Total sebulan Rp. 1.500.000,-

Total setahun

12 XRp. 1.500.000,- Rp. 18.000.000,-

THR Rp. 700.000,- (+)

Penghasilan bruto setahun Rp. 18.700.000,-

Dikurang:

Biayajabatan

5% XRp. 18.700.000,- Rp. 935.000,- (-)

Rp. 17.765.000,-



PTKP:

WP sendiri

PKP setahun

PPh pasal 21 setahun :

Lapisan ke-1

PKPX5%

0.95

Rp. 12.000.000,-

Rp. 5.765.000,-
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(-)

Rp. 5.765.000,. X 5%

0.95

Rp. 288.250

0.95

= Rp. 303.421,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 303.421,-: 12

5. Ir. Firdaus

Gaji

Tunjangan makan & Transport

Total sebulan

Total setahun

12 XRp. 3.500.000,-

THR

Penghasilan bruto setahun

Dikurang:

Biayajabatan

Rp. 25.285,-

Rp. 3.200.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 3.500.000,-

Rp. 42.000.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 45.000.000,-

(+)
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5% XRp. 45.000.000,- Rp. 1.296.000,- (-)

Rp. 43.704.000,-

PTKP:

WPsendiri Rp. 12.000.000,-

WPkawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (4) Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- {-)

PKP setahun Rp. 26.904.000,-

PPh pasal 21 setahun:

(PKPX 10%)-Rp. 1.250.000,-

Lapisan ke-2 =

0.90

(Rp. 26.904.000,-X 10%)-Rp. 1.250.000,-

0.90

Rp. 2.690.400,- - Rp. 1.250.000,-

0.90

= Rp. 1.600.444,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 1.600.444,-: 12 Rp. 133.370,-

6. PriyoStyono

Gaji Rp. 3.200.000,-
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Tunjangan makan & Tiansport Rp. 300.000,- (+)

Total sebulan Rp. 3.500.000,-

Totai setahun

12 X Rp. 3.500.000,- Rp. 42.000.000,-

THR Rp. 3.500.000,- (+)

Penghasilan brute setahun Rp. 45.500.000,-

Dikurang:

Biayajabatan

5% XRp. 45.500.000,- Rp. 1.296.000,- (-)

Rp. 44.204.000,-

PTKP:

WP sendiri Rp. 12.000.000,-

WPkawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (3) Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- (-)

PKP setahun Rp. 27.404.000,-

PPh pasal 21 setahun:

(PKPX 10%)-Rp. 1.250.000,-

Lapisan ke-2 =

0.90

(Rp. 27.404.000,- X 10%) - Rp. 1.250.000,-

0.90

Rp. 2.740.400,- - Rp. 1.250.000,-

0.90
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= Rp. 1.656.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 1.656.000,-: 12 Rp. 138.000,-

7. Drs. Imron F.Syam

Gaji Rp. 2.200.000,-

Tunjangan makan & Transport Rp. 300.000,- (+)

Total sebulan Rp. 2.500.000,-

Total setahun

12 X Rp. 2.500.000,- Rp. 30.000.000,-

THR Rp. 2.500.000,- (+)

Penghasilan bruto setahun Rp. 32.500.000,-

Dikurang:

Biayajabatan

5% XRp. 32.500.000,- Rp. 1.296.000,- (-)

Rp. 31.204.000,-

PTKP:

WP sendiri Rp. 12.000.000,-

WPkawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (4) Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- (-)

PKP setahun Rp. 14.404.000,-

PPh pasal 21 setahun:

PKPX5%

Lapisanke-1 =

0.95
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Rp. 14.404.000,-X 5%

0.95

Rp. 720.200

0.95

= Rp. 758.105,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 758.105,-: 12 Rp. 63.175,-

8. Moch. Rusdi

Gaji Rp. 2.200.000,"

Tunjangan makan & Transport Rp. 300.000,- (+)

Total sebulan Rp. 2.500.000,-

Total setahun

12 X Rp. 2.500.000," Rp. 30.000.000,-

THR Rp. 2.000.000,- (+)

Penghasilan bruto setahun Rp. 32.000.000,-

Dikurang:

Biayajabatan

^%XRp. 32.000.000," Rp. 1.296.000,- (-)

Rp. 30.704.000,"

PTKP:

WP sendiri Rp. 12.000.000,-

WPkawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (4) Rp. 3.600.000,- (+)



PKP setahun

PPh pasal 21 setahun;

Lapisan ke-1

PKPX5%

0.95

Rp. 16.800.000,-

Rp. 13.904.000,-

88

(-)

Rp. 13.904.000,-X 5%

0.95

Rp. 695.200

0.95

= Rp. 731.790,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 731.790,-: 12

9. AndriGratika

Gajl

Tunjangan makan & Transport

Total sebulan

Total setahun

12XRp. 2.000.000,-

THR

Pen^asilan bruto setahun

Dikuiang:

Biayajabatan

Rp. 60.983,-

Rp. 1.700.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 24.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

Rp. 26.000.000,.

.(+)

(+)
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5% XRp. 26.000.000,- Rp. 1.296.000,- (-)

Rp. 24.704.000,-

PTKP:

WPsendiri Rp. 12.000.000,-

WPkawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (3) Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- (-)

PKP setahun Rp. 7.904.000,-

PPh pasal 21 setahun:

PKP X 5%

Lapisanke-1 =

0.95

Rp. 7.904.000,-X 5%

0.95

Rp. 395.200

0.95

= Rp. 416.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 416.000,-: 12 Rp. 34.667,-

10. Ayi Setyana

Gaji Rp. 1.850.000,-

Tunjangan makan & transport Rp. 300.000,- (+)

Total sebulan Rp. 2.150.000,-

Total setahun
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12 X Rp. 2.150.000,-

THR

Penghasilan bruto setahun

Dikurang:

Biayajabatan

5% XRp. 27.950.000,-

PTKP:

WP sendiri

PKP setahun

PPh pasal 21 setahun:

Lapisan ke-1

PKPX5%

0.95

Rp. 25.800.000,-

Rp. 2.150.000,-

Rp. 27.950.000,-

Rp. 1.296.000,-

Rp. 26.654.000,-

Rp. 12.000.000,-

Rp. 14.654.000,-

(+)

(-)

(-)

Rp. =14.654.000,-X 5%

0.95

Rp.732.700

^0:95

= Rp. .771-^64,-

PPh Pasal 21 sebulan adalidi

Rp. 771.264,-: 12

11. Ricky Pangalo

Gaji

Tunjangan makan & transport

Rp. 64.272,-

Rp. 6000.000,-

Rp. 300.000,- .(+)
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Totfil sebulan

Total setahun

12 XRp. 900.000,-

THR

Penghasilan brute setahun

Dikurang:

Biayajabatan

5% XRp. 11.700.000,-

PTKP:

WPsendiri

PKP setahun

PPh pasal 21 setahun:

PPh pasal 21 sebulan:

PPh pasal 21 sebulan == Tunjangan pajak

R

R

R

R

R

p. 900.000,-

Rp. 10.800.000,-

Rp. 900.000,-

p. 11.700.000,-

p.

NIHIL

NIHIL

(+)

p. 585.000,- (-)

Rp. 11.115.000,-

p. 12.000.000,- (-)



ALTERNATIF PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN KARYAWAN

MENGGUNAKAN METODE GROSS-UP

TAHUN 2005

No. Nama Pegawai Gaji Perbulan Status
PPh Pasal 21 Terntang

Setahun

PPh Pasal 21 Terutang
Sebulan

1 Ny. HI. Anie Asmara R Rp 4,500,000 K/0 Rp 3,633,778 Rp 302,815

2 Ny. Bagas Astuti Rp 4,100,000 K/0 Rp 3,044,889 Rp 253,741

3 H. Rachmanto SB, SH. MBA Rp 4,500,000 K/2 Rp 3,233,778 Rp 269,481

4 Dewi Merdekawati Rp 1,200,000 TK/0 Rp 303,421 Rp 25,285

5 If. Firdaus Rp 3,200,000 K/4 Rp 1,600,444 Rp 133,370

6 Priyo Setyono Rp 3,200,000 K/3 Rp 1,656,000 Rp 138,000

7 Drs. Imron F. Syam Rp 2,200,000 K/4 Rp 758,105 Rp 63,175

8 Moch. Rusdi Rp 2,200,000 K/4 Rp 731,790 Rp 60,983

9 Andri Gratika Rp 1,700,000 K/3 Rp 416,000 Rp 34,667

10 Ay! Setyana Rp 1,850,000 K/0 Rp 771,264 Rp 64,272

11 Ricky Pangalo Rp 600,000 K/0 NIHIL -NIHIL

Jomlah Rp 29,250,000 Rp 12,515,691 Rp 1,345,789

Sumber: Dibuat Oteh Pemlis
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PT. NUGROHO ARDHANA RESWARl (SETELAH GROSS-UP)

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2005

Pendapatan Rp 1,282,406,450

HP? Rp

Laba Bruto Rp 1,282,406,450

Biaya Umum dan Adm Rp 895,083,825

Laba Operas! Rp 387,322,625

Pendapatan lain (Biaya):

Pendapatan Rp 321,000,000

Biaya Rp 31,012,000

Rp 289,988,000

laba sebelum Pajak Rp 677,310,625

Pajak Rp 173,193,188

Laba Setelah Pajak Rp 504,117,438



Tabel. 7

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI

DENGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG SEHARUSNYA (GROSS-UP)

PERHITNUGAN PPh PASAL 21

NO NAMA PEGAWAI MENURUT PERUSAHAAN GROSS-UP SELISIH

SEBULAN SETAHUN SEBULAN SETAHUN SEBULAN SETAHUN

1 Ny. Hi. Anie Asmara R Rp 235,033 Rp 2,820,400 Rp 302,815 Rp 3,633,778 Rp 67,782 Rp 813,378

2 Ny. BagasAstuti Rp 195,033 Rp 2,340,400 Rp 253,741 Rp 3,044,889 Rp 58,708 Rp 704,489

3 H. Rachmanto SB, SH. MBA Rp 205,033 Rp 2,460,400 Rp 269,481 Rp 3,233,778 Rp 64,448 Rp 773,378

4 Dewi Merdekawati Rp 7.000 Rp 84,000 Rp 25,285 Rp 303,421 Rp 18,285 Rp 219,421

5 If. Firdaus Rp 84,600 Rp 1,015,200 Rp 133,370 Rp 1,600,444 Rp 48,770 Rp 585,244

6 Priyo Setyono Rp 84,600 Rp 1,015,200 Rp 138,000 Rp 1,656,000 Rp 53,400 Rp 640,800

7 Drs. Imron F. Syam Rp 34,600 Rp 415,200 Rp 63,175 Rp 758,105 Rp 28,575 Rp 342,905

8 Moch. Rusdi Rp 34,600 Rp 415,200 Rp 60,983 Rp 731,790 Rp 26,383 Rp 316,590

9 AndriCratika Rp 10,750 Rp 129,000 Rp 34,667 Rp 416,000 Rp 23,917 Rp 287,000

10 Ayi Setyana Rp 37.875 Rp 454,500 Rp 64,272 Rp 771,264 Rp 26,397 Rp 316,764

11 Ricky Pangalo NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Jumlah Rp 929,124 Rp 11,149,500 Rpl,345,789 Rp 12,515,691 Rp 416,665 Rp 1,366,191

Sumber: Dibuat Oleh Penulls
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Tabel. 8

PERBEOAAN PERHITUNGAN LAPORAN LABA RUGI

PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI

Menurut Perusahaan Setelah Gross-up

Pendapatan Rp 1.282.406.450 Rp 1.282.406.450

HPP Rp - Rp -

Laba Bruto Rp 1.282,406,450 Rp 1.282.406.450

Biaya Umum dan Adm Rp 893,717,634 Rp 895,083,825

Laba Operas! Rp 388.688,816 Rp 387,322,625

Pendapatan lain (Biaya):

Pendapatan Rp 321,000,000 Rp 321,000,000

Biaya Rp 31,012,000 Rp 31,012,000

Rp 289.988,000 Rp 289,988,000

laba sebelum Pajak Rp 678.676,816 Rp 677,310.625

Pajak Rp 186,103,045 Rp 173,193,188

Laba Setelah Pajak Rp 492,573,771 Rp 504,117,438

Dibuat Oleh Penulis

Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui jumlah Pajak

Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2005 menunit perusahaan adalah sebesar Rp.

929.124,- sebulan dan Rp. 11.149.500,- setahun sedangkan perhitungan yang

seharusnya (ff'oss-up) menurut penulis adalah Rp. 1.345.789,- sebulan dan Rp.

12.515.691,- setahun sehingga terdapat selisih jumlah Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 sebesar Rp. 416.665,- sebulan dan Rp. 1.366.191,- dalam setahun. Dari

hasil tersebut dapat diketahui bahwa perhitungan beban pajak penghasilan badan

yang dilakukan perusahaan menjadi lebih kecil jumlahnya karena biaya

(pengurang penghsilan bruto) menaik, sehingga laba sebelum pajak berkurang

atau menurun. Dapat dilihat dari tabel 8, bahwa beban pajak menurut perusahaan

sebesar Rp. 186.103.045,- sedangkan setelah di gross-up sebesar RP.

173.193.188,-. Ini berarti ada selisih beban pajak sebesar Rp. 12.909.857,-

sehingga perusahaan mengalami lebih bayar.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan pada

bab IV dan berdasarkan landasan teori yang ada, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Nugroho

Ardhana Reswari adalah gaji karyawan. Dan perusahaan telah

melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan sendiri Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan tersebut.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk tahun pajak 2005

pada PT. Nugroho Ardhana Reswari yang seluruhnya ditanggung oleh

pemberi kerja dan dibiayakan tidak sesuai dengan Undang-Undang

perpajakan yang berlaku karena terdapat objek pajak seperti tunjangan

makan dan transport, tunjangan pajak serta tunjangan hari raya tidak

dicantumkan sebagai penambah penghasilan bruto.

3. Adapun altematif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan

karyawan dalam menentukan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT.

Nugroho Ardhana Reswari yaitu dengan gross-up dan memasukkan

tunjangan-tunjangan, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

menjadi kurang bayar, jadi perusahaan hams membayar pajak dan

membayar denda administrasi.
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4. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut,

dapat diketahui bahwa biaya (pengurang penghasilan bruto) menaik

yaitu dari Rp. 893.717.634,- setelah di gross-up menjadi RP.

895.083.825,- sehingga ada selisih Rp. 1.366.191,-. Sedangkan laba

sebelum pajak berkurang dari Rp. 678.676.816,- menjadi Rp.

677.30.625,- sehingga beban pajak penghasilan badan akan menurun.

5. Atas dasar perhitungan beban pajak penghasilan badan, maka PT.

Nugroho Ardhana Reswari melakukan pembayaran kebih besar atau

lebih bayar karena beban pajak menurut pemsahaan dibandingkan

dengan yang di gross-up mengalami penurunan. Terhadap pajak yang

lebih bayar ini PT. Nugroho Ardhana Reswari dapat

mengkompensasikannya ke Pajak Penghasilan Badan tahun berikutnya.

5.2. Saran

Dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya dan uraian kesimpulan

di atas, berikut adalah saran penulis yang mungkin dapat dipertimbangkan

oleh PT. Nugroho Ardhana Reswari, yaitu:

1. Sebaiknya PT. Nugroho Ardhana Reswari dalam melakukan perhitungan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 hams sesuai dengan Undang-Undang

Pajak yang berlaku, yaitu dengan mencantumkan tunjangan makan

transport, tunjangan pajak serta tunjangan hari raya sebagai penambah

penghasilan brato agar jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

temtang yang dibayar oleh pemberi keija tepat.
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2. Untuk mengeflsiensikan beban pajak penghasilan badan, PT. Nugroho

Ardhana Reswari dapat menggunakan gross-up dalam menghitung Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga beban pajak yang dlbayar menjadi

leblh kecil dari yang sebenamya yaitu dari Rp. 186.103.045,- menjadi

Rp. 173.193.188,-. Dari basil tersebut ada selisih sebesar Rp.

12.909.857,-. Maka perusahaan mengalami lebih bayar.



JADWAL PENELITIAN

NO Kegiatan
Bulan

Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

1 Pengajuan Judul *

2 Studi Pustaka ***

3
Pembuatan Makalah

Seminar
**** **

4 Seminar «

5 Pengesahan *** **** ***

6 Pengumpulan Data *) * ** ***

7 Pengolahan Data *** *

S
Penulisan Laporan
dan Bimbingan

* **** **** ***

9 Sidang Skripsi *

10
Penyempumaan
Skripsi

11 Pengesahan

Keterangan:

*)= Pengumpulan data disesilaikan dengan yang digunakan dalam penelitian, apakah Pengumpulan data

primer dengan observasi ke lapangan atau Pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi ke

lapangan

* = Menunjukkan satuan linit waktu minggu dalam bulan
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Jl. Raya Sukahati Blok F-1 No. 3, Telp. / Fax ; 021-875 6157, CiDinong • Kab. Bogor
Kemayoran H. Ung No. E 212 - Jakarta

SURAT KETERANGAN RISET
NO. 72/IX/NAR/2O07

Yang bertanda tangan di bavYah ini Direktur PT Nugroho Ardhana

Reswari menerangkan bahwa:

Nama

NPM

Fakultas

Jurusan

: Veira Agustin

: 022103014

: Ekonomi

: Akuntansi

Telah melakukan Penelltlan dalam rangka Penulisan SkripsI dengan

Judul Alternatif Pengeiolaan Transaksi Yang Berkaitan Dengan

Karyawan Terhadap Beban Pajak pada PT Nugroro Ardhana Reswari.

pada Tanggal 20 Februari 2007 s/d 22 Maret 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai

mana mestinya.

Bogor, 3 April 2007

PT. NUGROHO>RDh+At RESWARI

H. Rachmanto Srie Basuki SH. MBA

Direktur Utama
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Ir. Firdaus

Moch. Rusdi

Pelaksana

Dewi Merdeka Wati

Sekretaris

Ricky Pangalo

Staff

Drs. Imron F. Svam

Manager Adm. & Keu

Avi Setvana

Staff

Nv. Baeas Astuti

Komisaris

Nv. Hi. Ante Asmara R

Komisaris Utama

H. Rachmanto SB. SH. MBA

Direktur

Sumber: PT. Nugroho Ardbana Reswari



DAFTAR 6AJI DAN JUMLAH TUNJAN6AN PT. NUGROHO ARDHANA RESWARITAHUN 2005

No. Nama Pegawai NPWP Jabatan
Jenis

Kelamin
Status

Jumlah

Tanggungan
Gaji per
bulan

Tunjangan
Makan &

Transport
oer bulan

THR

~T Ny. Hj. Anie Asmara R - Komisaris Utama P Menikah - 4,500,000 - 4,500,000

2 Nv. Bagas Astuti - Komisaris P Menikah - 4,100,000 - 4,000,000

3 H. Rachmanto SB, SH. MBA 09.208.138.9.403.000 Direktur L Menikah 2 4,500,000 - 4,500,000

4 Dewri Merdekawati Sekretaris P Belum Menikah - 1,200,000 300,000 700,000

5 Ir. Firdaus Manager Teknik L Menikah 4 3,200,000 300,000 3,000,000

6 Priyo Setyono Manager L Menikah 3 3,200,000 300,000 3,500,000

7 Drs. Imron F. Syam Manager Adm. & keu L Menikah 4 2,200,000 300,000 2,500,000

8 Moch. Rusdi Pelaksana L Menikah 4 2,200,000 300,000 2,000,000

9 Andrl Gratika Pelaksana L Menikah 3 1,700,000 300,000 2,000,000

10 Ayi Setyana Staff L Beium Menikah - 1,850,000 300,000 2,150,000

11 Ridcy Pangalo Staff L Beium Menikah - 600,000 300,000 900,000

1  Jumlah

sumber: PTNugroho Ardhana Reswari



)£r.\XTIMINKtUAl<OAM HI
lUXlOllAritKOUALMMX

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN P!• N iSAL-21

j

IMULIR

[
• ISI OCNCAN MimUFCETAK/DIKF.riK

• BEniTANDA ".V DALAM (KOTAK) VANCSESUA

• ISI DENGAN BENAR, EENCKAP DAN JELAS
SESUAI PETUNJUK PENG ISI AN

-IPWP PEMOTONO PAJAK

<IAMA PEMOTONO PAJAK

\LAMAT PEMOTONO PAJAK

CELURAHAN / KECAMATAN

<OTA

>10.TELEP0N/FAKStMILI

lENIS USAHA

>JAMA PIMPINAN

tiU l«l 9l A bUhl bJ l"-IH -;l Inlnl 1

TAHUNTAKWIM

CiniNON'^-OimNOMfT

'd351""-"M"5^'l'57
KODE POS

PiSftDAGAWrAN UMUK
•il-ACKr'TAirO-SAIE'"BA^'rfT<r'

KLU:

DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENVETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26
SEBAGAI BERIKUT :

OOLONOAN PEGAWAl

JUMLAH

PENERIMA

PENGHASILAN

JUMLAH PENGHASILAN

BRUTO

(Rupiah)
(3)

PPh PASAL21/PASAL26

TERUTANG
(Rupiah)

JIL JIL(2)

PEGAWAl TETAP DAN PENERIMA PENSION ATAU

TUNJANOAN HARITUA / TABUNOAN HARITUA
(THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)
(Dilsl dari Formulir I72I-A) >

PEGAWAl TIDAK TETAP /PENERIMA HONORARIUM

DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21
BERSIFAT FINAL / PEGAWAl DENGAN STATUS
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

(Diisi darl Fonnultr 172I-B)- >

1135111.1/1 00

JUMLAH (H'2)-
11•531.200.00011.149.500

PPhPASAL2l DITANGGUNGPEMERINTAH(DiisidariFonnuIirI72l-Adan I72I-B) ••

PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 4 • Angka 4)--■>11.149.500

PPh PASAL 21 DAN ATAU PAS AL 26 YANG TELAH DISETOR

STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok P^alc) •

JUMLAH (6-t-7)

11.14 9.500

vihil

a. □ PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 • Angka 8)
b. □ PPhPASAL2I DAN ATAU PASAL26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - AngkaS) ••••

■>

->

JUMLAH PAPA ANGKA 9 a TELAH DILUNASIPADA TANOGAL.
B.

C.

PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN
PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 UNTUK BULAN TAHUN
LAMPIRAN
SELAIN LAMPIRAN I72I-A. I72I-AI ATAU I72I-A2.1721-8, DAN I72I-C. BERSAMAINI KAMI LAMPIRKAN PULA:
I. n SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 5. □ DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN

6. □ LAPORANKEUANGANKERJASAMAOPERASI, DALAM HAL
PEMOTONO PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI

7. □ FOTOKOPI IKTA KARYAWAN ASING
2. □ DAFTAR PEGAWAl TIDAK TETAP YANG PPh-NYA

DITANGGUNG PEMERINTAH

3. □ SURAT KUASA KHUSUS
4. □ PEMBERITAHUANPEMBETULANNAMA DAN ATAU 8..

ALAMAT

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN IJfTENTUAN
PERUND/VNG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR. LENGKAP, DAN JELAS. 'O -

I I PEMOTONO PAJAK TANDA T>y9G/(N M

O KUASA

(Tempal)(Tanggal)

ERUSAHAAN

NAMA ll^GjMP*n.;oi!KA'^ "RlJ bash:. I

F.l.1.32.19



OCPARfCMtN KEUANOAN M
KUKTOMTJEKWRALPAIAK

LAMPIRAN I

SPTTAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAFTAR PEGAWAITETAP DAN PENERIMA PENSlUN ATAU

TUNJANGAN HARITUA / TABUNGAN

HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

'JPWP PEMOTONO PAJAK

MAMA PEMOTONG PAJAK

:  I f| j9| |3|4| i 111 |''|"|3| |2joJl_
P". aP-'DK.V'..

FORMULIR

1721 - A

TAHUNTAKWIM

l^l°l ̂ -^1

A DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSlUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONVA MELEBIHl PTKP

NO.

JRUT NAM A NPWP

PENGHASILAN

BRUTO

(Rupiah)

PPIi PASAL 21

TERUTANG

(Rupiah)

PPh DITANGGUNG

PEMERINTAH

(Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

2

5

4

5

6'

T

s

9

10

11

NY. HJ. i;"!- .-.Sr-AAA

NY. ■^AOAS.

•H. RACHMAN'"0 SB,SH'
MBA

HSWI MiSiHaSKAWA-^I

1?.FIR]JAUS

BfilTO SrS'nTOVO

IMRGN F. "YAT'i

KOC'T.

ANBRI "rilA"!?.'.'.

AYI Sji:'nYA''A

Ricky pa^'cail-

=^4.000.000

49. 200.000

2. "20. ': 00

2.540.400

09.2:08.15 89.44)
3000 ; ?4.000.000 2.460.400

14.400.000 84.000

38.400.000 i.oi5.iroo

78.400.000 1.015.200

26,400.000 415.200

26.400.000 115.20'''

20. 000 12^:. COG

22.4'^0.'"CO 454.500

7.2 0:,'. l-T J TT I

• JUMLAH > .♦ DRANG
- VANG MEMPUNVAI NPWP > DRANG
. YANG TIDAKMEMPUNYAI NPWP > I.Q DRANG

B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSlUN ATAU
THT / JHT YANG PENGHASILAN NETDNYA T1DAK .
MELEBIHl PTKP > DRANG

C. JUMLAH A + B DRANG

'51.2'^0. 000 11.11 9.500

'■>51.2 00.000

Ca'a'an:
1. Pindahkanjumlahonuig podaC kePormulir 1721 hunif Aangka 1 kolom (2)
2. Pinddikan jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 hunif A angka I kolom (3)
3. Pindahkan jumlah C kotom (S) ke Fonnulir 1721 huniTA angjra I kolom (4)
4. Piivlahkan jumlah C kolom (6) ke Fonnulir 1721 hunif A ongka 4.
5. Jika nuuigm Fonnulir Inl tidak cukup dapat dibual lamplran tencndiri sesuai dcngan bcniuk Formulir ini

D. 1.1.32.47



ntrAJITCMEN KEUAK'UN U
i;>«PKT(MATltSOf«AL r«JAK

LAlVII>li<AN l-A

SPTTaHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PENGHASILAN DAN PEMGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARITUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

NOMim URUI

NPWP PEMOTONO PAJAK

NVMAPEMOTONO PAJAK

AI.AMAT PEMOTONG PAJAK

NnMA PEOAWaI ATAU PENERIMA PENSIUN JTHT/JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENS'UN / THT / JHT

AlJVMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA .'P.NSIUN / THT / JHT

JADAT/.N

STI1TIJ5 , JEHIS KELAMIN.-DAN KARYnWAN ASINC

JtJMLAII TANGGUNOAN KELUAKGA UNTIJK PrKP

MASA PEROIEHAN PENGHASILAN

BERITANDA X DALAM ['_J (KOTAK) YANG SESUAI
f

LOR. 1 : UNTUK KPP

LBR. 2 : UNTUK PEMO

TONO PAJAK

LDR. 3 : UNTUK PEOAWAI

FORMULIR

1721 - A1

TAHUN TAKWIM

I  2| 0|0 15 I

113 wm QH3T 033™H^

.NT, ANIiS ACM/U?A...a

U
Jl, ?^l3")Ar MALA'" ?! "0, 54' ■ncr-Ott

KOMISAfiiS
Q KAWIN Q TIDAK KAWIK □ □ PCREMPUAN □ KARYAWANASING

K/....0 TK/. HIV

A. RINDAN PEKGHASlUN DAN PENOHmiKGAN PPh PASAL 21 SEPAOAt BERtKUT; ^j[Rirgh^

10.

11.

12

1.1

14.

15

16.

n

m

w

20.

21.

32.

2.1

34.

• PENCIIA.SILANnRirm

OA Jl / PENSIUN ATAU THT / JH l

TUlijAKGAN PPtr i
TUljjANGAN IJHNNYA, UANQ I.EMOUR, DSB
HOlioRARIUM DAN IMDaUN UIN SEIENISNYA
PReIiI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERIKERJA
PENkntMAAN OALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA
YAHG DIKEN AKAN PEMOTONG an PPh PAS AL 21

4,500.000

JUMLAH(l«At)

TANTIEM. BONUS. GRATIPIKASI. JASA PxODUKSI. DAN THR ■

JUMLaH PENGHASILAN BPUTO(7»«)

• pengurancan

81 aVa JABATAN / BlAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

BIA YA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA S

lURAN PENSIUN ATAU lURAN THT / JHT

JIJMLAHPENGURANCAN (I0« II«I2) ■

108.000

• PENGIflTUNCAN Pl-h PASAL II

JUMLaHPENGHA.SI1>HNET0(9.|J) •••

PEN! il I ASII.AN Nin () M ASA .SI'llll<1.1 IMN Y A

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGIIITUNG/.N PPh PASAL 21 (SETAIlUN / OlSETAHUNKAN) ■ ■ •

I>ENCIIASII.AN TIDAK KENA PAJAK (PTKPI

PI.NCIIASILAN KF.NA PAJAK SliTAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNIDISETAHUNKAN

PPh PASAL 21 YANG TELAIIDIPOTONC MASA SEBELUMNYA

PPh PASAL2I TERUTANG

PPhPASALJI DITANOOUNOPEMERINTAH

PPhPASAL2i YANOHARUSDIPOTONG (21-22)-

PPhPASAL2l DAN PPh PASAL26 YANGTELAHDIPOTDNO DAN DILUNASI

I  I n. YANG KURANG DIPOTONC (2J.24)

I  I b. YANG LEBIH DIPOTONC (24.2.1)

JUMLAH TERSEBUT I I a. DIPOTONC DARI PEMBAYARAN OAJI BULAN TAHUN...
PADA ANGKA 2J ' ——
TlLAH . □ b. DIPERHITUNCKAN DENOAN PPh PASAI. 21 DIJLAN TAHUN..

JIJMLAH PPh PASAL 21

4.500.000

4.500.000

inp nnn

nnn

5?!. 704.000

12.000. OOP

40,. 70/1. OOP
>^.^820.400

2.820.400

7.9,? n . A on

2.820.400

26

I  I PEMOTONG PAJAK

I  I KUASA

TANC
miwm

;ahaan

C.IBIKO.N(}-. 2a...^-i4AA4j!aj;..
Crcmpal) (Tan^l)

I ntnlnn rimiiiilir in> itnnnl ilipfihiinviiL sniini itrnpnn brm'rliinii



0.-MIITeMeHKIUANCAM Rl
niRSRTORATIKKOeRAL RAMK

LAMPIRAN l-A

SPTTAHUNAN
1*A.^A1< Pj0NaitA61LAN PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI

TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU

TUNJANGAN HARJ TUA /TABUNGAN HARI

TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

BERITANDA X DALAM (_" ) (KOTAK) YAK'G SESUAI

LBR. I : UNTUKKPP

LBR.2 : UNTUKPEMO-
TONO PAiAK

L4JR,3 1 UNTUKPEOAWAI

FORMULIR

1721 - A1

TAHUN TAKWIM

1^ 10 |0|^l
NOMCm URUT

NPWP PbMOTONG PAiAK

NaMA PUMOIOKG PAJAK

ALAMAT Pt-MOTONG PAJAK

NAMA PKCAWAI ATAU PENERIMA rENSiUN/THT/JHT

NPWP PEGA'.VAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

A1.AMAT PI-GAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT/ JHT

I AO AI AN

STATUS. JENIS KELAMIN. DAN KAP YAWAN ASING

JUMI.AII TANGGUNGAN Kf I.IJARGA UN1UK PFKP

MASA PEROI.IillAN PHNOHASILAN

[<g ^

.JX*. AAI./, 3L0K JTO. 0";
Nv. BACAS

U
BAMBU KUFINr, BJ. K-" 01/08

KOMIJpj.IS
[XJ KAWIN I I TIDAK KAWIN | |LAKI-UVKl PEREMPUAN □ KAKYAWAN ASING

IW...C TK/ HIP
..1 ii;. ..H Ijjj-OjyBSA,, 2,005,,

A. RINCIAN PrNGHASILAN HAN PENCHITUNGaN PPh PA-SAL 21 SEBAGAl UF.RIKUT: (Rupiah)

?

8

<)

10

II.

12

1.1

14.

13.

16

17.

18

19.

20.

21

22

21.

24

• PENGHASILAN RniTO

GAJI / PENSION ATAU THT/JHT -

TUNJANGAN PPh

TtlNjANG/.NUINNYA. UANO I.EMBUR. DSD

HONORARIUM da: JIMBAUN LAIN SEJENISN YA • - -

PREMI ASURANSt YANG DIRAYAR PEMDERI KERJA

PENERIMAAN PALAM 8ENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA
YANG DIKEN/.KAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

4 -1nn.nno

JUMLAHdjd 6)

TANTIPM. BONUS, (iRATIFIKASI. JASA PRODUKSI. DAN THR

JUMIJVH PENGHASIUH BRUT0(7>!I)

• PRNCURANCAN

DIAVA JABATAN/ BIAVA PENSIUN AT AS PI;NOHASIlJ\N PADA ANCKA 7
It

HI A VA JABATAN / BIAYA PfcNSIl 'N ATAS PENGHASILAN PADA ANOKA i

limAN PENSIUN ATAU lURAN THT / JHT

JIIMI.AMPENGUKANOAN (I0< ;|>I2) "

108.000

• PENCHmjNCANPPhPASAI.JI

JUMLAH PENGHASILAN NET0<9.|.1)

PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPb PASAL 21 (SETAHUN / OISETA'IUNKAN) -

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PENGHASILAN KENA PAJAK SLTAHUNJDISETAHUNKAN (16.17)

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN

PPh PASAL2I YANG TELAH DIPOTONO MASA SEBELUMNYA

PPh PASAL 21 TERUTANO

PPh PASAL 21 OITANOCUNC PEMERINTAH

PPh PASAL 21 YANOIIARUS DIPOTONO (21 - 22 )

PPh PAs'AL 21 DAN PPh PASAL 26 YANO TGLAH DIPOTONG DAN DILUNASI
I  I a. YANG KURANG DIPOTONO (23-24)

lUMLAII PPh PASAL 21

□ b. YANO LEBIII DIPOTONO (24-23)
JUMUItTTERSEBUT DIPOTONO DARI PEMBAYARANOAJIBULAN TAHUN..
PADA ANGKA 2J
TELAH QU b.OIPEP.HITUNOKANDENGANPPIi PASAL 21 BULAN TAHUN..

4 . lOg.OQOr

4.100.000

1 n«,nno

om nro

i ^.000.OOP
Qn4 nno

2.'j4 0.400

2.340.400

2.340.400
g.^40.400

□ PEMOTONO PAJAK

I  I KUASA

2,8..
(Temini)

..MJU>.S!!'.;....rf...2006
(Taapsal)

USAIIAAN

Ciiiiiliin Fnrmnlir ini diirot rtincihanvak scsuni clcnnin Itcpcrliiiin



ocrAR nMEN KCUAMGAN M
OmfATOtATttNOeUL RAMK

LAMPHUN l-A

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARITUA / TABUNGAN HARI

f UA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

• BERITANDAXOALAM |_J (KOTAK) YANG SESUAI

LUR. I : UNTUK KPI'

LBR.2 : UNTUK PEMO-

TONG PAJAK

l-BR..! ; UNTUK PEGAWAI

FORIMULIR

1721 - A1

TAHUN TAKWIM

l 2loh k I
NOMOR URUT

NPWPPEMOTONu PAJAK

NAMA I'l MOTDNr. PAJAK

ALAMA'I J'EMUTflNC PAJAK

NAJ«IA PEOAWAI ATAU PENERIMA PENSION / THT / JfIT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSION / THT t JHT

AI^MAT PEGAWAI ATAU PLNERIMA PENSIUN / THT / JHT

JADATAN

STATUS .JENIS KEUMIN. OAN KARYAWAN ASINC

JUMLAH TANCGUNGAN KELUAROA UNTUK PTKP

MA5A PEROLEHAN PENGHASILAN

_0 la! j ̂ l3T4l d tzJ UTol 3l loiol i|
ITORK-OHD aKTHAWA itES'.^Aai

JL. AaYA SUKAffA'^I BLOk'Pl NO^O? ' MSi'' TSkfTAH

.....n*,

[3 KAWIN Qd TIDAK KAWIN [3 t^KI-LAKI PEREMPUAN CZIPEREMPUAN KARYAWAN ASING

KA.i TK/ HE/.

iamii.aA.t....2:00E .t 3.3
A. RINOAN PENOHASILaNDAN PaNOHITUNOAN PPh PA5AHI 3E0A0AI BERIKUT: (Rup(fth>

10

n

n

14

I*

Ih.

I?

18

20

21

72

GAJI / PENSIUN ATAU TUT/ JHT-•

TUNJANGAN PPIf

TUNJANGAN UINNYA. UANG LEMDUR. DSD

HONORARIUM DAN IMDALAN LAINSEJENISNYA •••

PRGMIASURANSI YANG DIDAYAR PEMOERIKERJA

PENERIMAAN DAIAM 8ENTUK NATURA DAN KENIKMATAN UINNYA
YANG DIKENAKAN PEMOTONCAN PPh PASAL 21

A.son nnn

JUMLAH (I «A6)

TANTIEM. BONUS. ORATIFIKASI. JASA PRODUKSI, DAN THR

JUMLAJ' PENGHASILAN BRUTO(7*8)

• PEWOURANCAN

niAYA JABATAN J BIAYA PENSIUN ATAS PiiNGHASILAN PADA ANOKA 7

IIIAYA JABATAN / DIAVA PENSIUN ATAS PENGHASILAN I'ADA ANOKA 8

HJR AN PENSIUN ATAU lURAN THT / JHT •

JUMLAH PENUUKANGAN |I0« IIM2I ••

108.00^

• PENaimtNt;ANPPI.PASAi.l1

JUI^H PENGHASILAN NET0(»-I3)

P1-:NIiHA.S1I.AN NKIO MASA .SmiEi-llMNY \

JUMLAH PENOHASIIJSN NUTO UNTUK PENUimUNGAN 11-h PASAL 21 (SErAHUN/UISETAHUNKAN) -

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / OlSETAHUNKAN (I6.I7)

PPh PASAL 2; ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNJ DISETAHUNKAN

PPli PASAL 21 VANG TELAH DIPOTONO MASA SEBELUMNYA

PPhPASA(,2l TERUTANC '■

PPh PASAL 21 DiTiSNGGUNOPEMERINTAH

I'Ph PASAL 21 YANG HARUS DIPOTOMG ( 21 - 22 )•

PPh PASAL 21 DAN PISl PASAL 26 YANL TCI.AH DIPOTONG DAN UILUNASI

I  I «. YANG KURANG DIPOTONO (23-24)
JUMI.MIPPhPASAL2)

I  I h YANG LEBIil DIPOTONO (24-23)

JUMUH TERSEBUT a. DIPOTONO DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN ...
PADA ANOKA 23
TELAH 1^ b.DIPERHITUNGKAN0ENGANPPhPASAL2l BULAN .TAHUN...

4.500.000

.500.OOP

1 OP nnn

4.Tq?. nnn

yn/i nnn
15.600.000
TTTTofrow

2.4 60.400

? " - 4 r\n

2.460.400
?  /16O.400

26

□ PEMOTONG PAJAK

□ KUASA
Ciitiiinii ' i'lirmulir ini iliinul liincrhniivnli; scsiiui <lciiRAn kcncrl

TANDATAI^Afl DAN C
^oardk

lauainp

ERUSAHAAN
CTetnpat)

...2E....Tr..,
(Tancjal)



LAMPIRAN I-A LBR. I : UNTUK KPP

SPT TAHUNAN
LBR.2 : UNTUK PEMO

TONO PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI FGRMULIR

TETAP ATAU PENERIMA PENSlUN ATAU

TUNJANGAN HARITUA / TABUNGAN HARI 1721 - A1
OefARTCMCN iCeilANCAN lU

IRCKTORAT lEKOURAt. ̂AIAK TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA XOALAM [~] <KOTAK) YANG SESUAI 1? 1 O In 1 c; 1
NOMOR URUT

NPWPPEMOTONOPAJAK

MAMA PEMOTONO PAJAK

ALAMAT PEMOTONO PAJAK

NAMA PEGAWAIATAU PENQUMA PENSION / THT / JHT

NPWP PEOAW/.I ATAU PENER1MA PENSiUN/TIlT/JHT

AI,AMAT PEGAWAI ATAU PENIWIMA PENSII 'N / TUT / Jl IT

lAllATAN

STATUS . lENIS KEUMIN.'DAN KARYAWAN ASING

LU LdJJ LUJ \2l li b KS (TO
-  -

—.Ss—^§AXA..S.U.K.i.EAICJC„.3LjC^£..2J—•K0,--05--DSSA™'®3-NTtAH'

U l_LU.LLU
.vtrj ..ft..! .-.::.....o.i/.....Q4......aiLUAa.....BO(5oA

SSltoAAIS ^ ___ ,J£ 710
I  I KAWIN TIDAK KAWIN I I LAKI-LAKI □ PEREMPUAK □ KARYAWAN ASING

IIIMI.AH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

MASA PEROLEHAN PENCIIASILAN

K/ TK/...0. IIIW.
.g!DQ!j... ..d. 3..1 .•!i.2?-CB.t.75..'.'.&....2:nQS-.

A RINCIAN PRNGIIASIIAtJnAN PENfilimiNC.AN 111. PA.SAI.il .SERAOAI nERIKUT : (Rinttoh)

I.H

20

OAJI / PP.NStUN ATAU THT/JUT

IIINlANnANm

TUNJANGAN LAINNYA. UANG LHMHUR. DSU

IIONOKARIUM DAN IMRALAN LAIN .SnJENtSNYA •'

I'REMI ASURANSl YANG DIDAYAR PEMDERI KbRJA

PENERIMAAN DAlJVM OENTUR NATURA DAN KENIKMATAN UINNYA
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

^•00. OOP

JUMI,AH(l».il.6)

TANTinM.DONU.S.GRATinKASI. JASA PRODUKSI, DAN THH

JUMLAH PENGHASILAN ORUTO(7<«)

• PENCURANCAN

IIIAVA JAIIATAN MIIAVA PENSlUN AT AS IM.NGIIASII.AN PAIJA ANGKA J

IIIA YA JABATAN / BIAYA PENSlUN AT AS PiiNGHASII.AN PADA ANGKA S

lim AN PENSlUN ATAU lUR AN Tl IT / Jl IT

JUMEArPENGURANGAN (I0< I1»I2» ..■

Co.000

• Pr.NGIirruNGAN PPhPASAI.JI

JUMLAH PENGHASILAN NET0(9-IT)

II MiMASU.ANNPIIIMASASIillM.ilMNVA

JIIMI.A'I PENUIIASILAN NlifO UNTUK PhMlilllTUNGAN I'Pli PA >AI. 21 (SliTAHUN ' UlShTAIiUNKANi

PENGMASII.AN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PENGHASILANKENAPAJAK SETAIIUN/DISETAHUNKAN(I&.I')

PPh PASAL 21 AT AS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAllUN / DISET/.HUNKAN

PPh PASAL 21 YANG TEL AH DIPOTONG MAS A SEBELUMNYA

PPhPASAL2ITnRlnANG

IT-h PASAL 21IJITANGGUNG PEMERINTAIl

PPh PASAL 21 YANG HARIJS DIPOTONG ( 21 - 22 )■

PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

I  I «. YANG KURANG DIPOTONG (2J.24)
JUMLAH PPI. PASAL 21

I  I b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-2J)

JUMLAH TERLEBUT «. DIPOTONG DARI PEMIIAYARANGAJI BULAN TAHUN...
PADA AIJGKA 2S
TELAH b. DIPERHITUNCKAN DENOAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN..

1.200. 000

1.200.000

'f^O.OOO

1.1^0.OOP

' .000
^ 2.OOn nnn
1.6P0.000

BTTSoo"

P'!. 000

-non

P4.000

26

□ PEMOTON<i PAJAK TANDA TANCAtTDAN C^PERUSAHAAN

n KIIASA V*tAMA t-UWflKAl' |>AN NPWI'

=... 2 0^6
(Tcinpnl) (Tang^t)



LAMPIRAN l-A

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LDR. 1 : UNTUKKPP

LQR. 2 : UNTUK I'EMO-

TONC PAJAK
LBK.J : UNTUK PEOAWAi

OC^AJnCUewKAlAHC*>i ftl

»](k;TcaiAr omdciu..

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU

TUNJANGAN HARITIIA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A1

BERITANDAXDALAM QJ (KOTAK) YANGSESUAI
NOMOK URirT

NPWP PEMOTONO PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

NAMA PEOAWAf ATAU PENERItJA PENSIUN/1HT/ JUT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN /TK f / JKT

ALAMAT PEOAWA! ATAU PENERIMA PENSIUN /THT / JHT

STATUS .JENIS KELAMIN. OAN k AR YAWAN AMNG

JIIMLAH TANCGUNCAN KFLUAROA UNTUr l-TKP

hhl I "^'9 I I'-'. I o
F". "iTaK''"'- R j"/ ■ ■.Kl— —'—'—
'."i: •••k:;'-- A«i-"!^r;or''TPr'' D5~~!,3Sx-T]j:^AH

SSSiWOT'ffl
Q KAWIN 0 TIDAK KAWIN ^ LAKl-LAK! PEREMPIMN Q] KARVAWAN ASINO

MASA PEHOLEHAN PENOI'ASII.AN .1 ■I.AmJA^.I....2.0Q5 d, .3.1
A. RINCIAN PEh'JHASlUN DAN PENGHITUNGAN PPK PASAL3I SEBAGAI BERIKUT ;

C AJI / PENSIUN ATAl ■ THT/JHT -

IllNJANOAN PPti

niNIANOAN lAINNVA. UANO MiMBUR. OSII

IIONORAHIUM OAN IMBAl.AN LAIN .SIUI-NI-SNYA -

PKCMI ASURANSI YANG OinAVAIl PliMllEKI KERJA

«. Pr.NFnilMAAN IJALAMDEHTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAIMNYA
YANG DIKENAKAN PEMOTONG AN PPh PASAL 21

9.2 00. 000

JUMLAKd sd 6) -

TANTIEM, BONUS. GRATinKASI. JASA PROOUKSI. DAN THR -

JIJMUH PENGHASILAN flRUTO(7»8) •

■0. BIAYAJAP.ATAN/BIAYAPENSIUNATASPENGHASILANPAOAANCKAJ 10
rofi.000

II BIAYAJABATAN/DIAYAl'ENSIUNATASl'ENGHASILANPAUAANOKAS II

i: lURANPENSIUNATAUIURANTHT/JHT-

l.t JUMI.AM PENOL'HANGAN (10-lUnj

U  JUMI.Alim-NlillASIUNNEIO{0-I.J)

IJ PENOHA.SILAN NETO MASA SEBELUMNYA-

16. JUMLAHPENGNASIIAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh P..SAL1I (SETAHUN'RISETAIIUNKAN) <

17 PENGHASILANIIDAKKENAPAJAKJPTKP) '

^.2no.noo

IS PENGHASlLANKENAPAJAK SETAHUN/DIsETAHUNKAN (16-1 I -

19. PPh PASAI. Jl AfASPENCHA.LILANKENA PAJAKSETAH'JN/DI.^ETAHUNKAN >

in

16.800.000
20..304 ,.000

1-.015.20^
20 PPhPASAI.2l YANCTiiLAH OIIKITONO MASASPiBELUMNYA-

!l PPhPASAL2l TEHUTANG

22. PPhPAhALII DITANUOUNOPEMERINTIH

!l I PPhPASAI.2l VANGMARUSDIPOTONG (2I-22P-

]J. PPIl PASAL 21 DANPPhPASAl. 26 YANOTELAM DIPOTONC DAN OILUNAS!

I  I • YANOKURANODIPOTONO .23-2<)
2< JUMLAHPPhIASAL2l ___________

I  I h. YANG L6BIM DI.'OTONO (24-23)

26. JUMLAHTEKSE8UT •. OIPOTONO DARI PEMBAYARANGAJI BUUN TAHUN...
PADA ANOKA ]J
TELAH l~1 l>. DIPERHITUNCKAN DENGAN PPhPASAL2l SULAN .TAHUN..

1.015.200

1.015.2-00
1.^15.2-00

PEMOIONG PAJAK TANDATANGJ ^&P PEROiSn>iAN

..GI3.I.!.;C.TTa 2a.
(Tsmpoi)

.MA-..hTP....2.006..
(Tsnsjal)

NAMA UiNG^

I'liMlim . I iiiimilli iiiiOniul ihiirrhniiviili uoiiiiii UoiiKiuikciKrIiiiiii



ANTCMSN KCUANGAN U

tlVFKTMAT ltP40Et \L fAlAK

I.AMPIRAN I-A

SPTTAHUNAN
PAJAIC PENGHASILAN PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PaSAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARITUA /TABUNGAN HARl
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

BERITANDA X DALAM | J (KOTAK) YANGSOSUAI

LBR. 1 : UNTUK KPP

LBR.2 : UNTUK PEMO-

TONO PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

FORMULIR

1721 - A1

TAHUN TAKWIM

|2 lolo 15 I
WMOR UBUT

NI".VP PEMOTONO PAJAK

MAMA "l-'MrtlTlNO PA>AK

Al \MAI I'llMIIIONti PAJAK

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTHT/ JUT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PEN.SIUN / THT I JUT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PEN'iRIMA PENSM IN JTHT/JHT

JAIIAT AN

STATUS . JENIS KELAMIN.'DAN K ARYAWAN ASINO

W  031
JL.

■■■■HOC?:' HUSUI
nrgTjjfAK

LJJ L
>JL^ ip-

u

JUMLAH TANOGUNOAN KELUAROA UNTUK PTKP

MA.SA PERCH.EHAN PENGHASILAN

J.I T.TQ^ Rm 04 ort mek.aKjaya depo
PELAKSANA ^

1£] KAWIN Q TIDAK KAWIN (3 LAKI-LAKI I I PEREMPUAN F^l KARYAWAN ASINC
3

TKJ. 110/

.1. JA.mJA£l....2..Q.05 .d. ..'j..!... JIE5BdBi-:ijjl....2D.Q5
A RINCIAN PENGHASILAN DAN PENCHITUNCAN PPh PASAL II SEBAOAIOERIKUT:

10

II.

12

1.1

14.

IJ.

16.

17

15.

14

20.

21.

22.

2.1.

24.

• PENCIIASIIAN BRirrn

C AJI / PENSIUN ATAU THVI JHT

TUNJAN3AN PPli

TUNJANGAN LAINNYA. UANC LEMBUR, OSQ

HONORARIUM DAN IMBAUN UIN SEJENISNVA

PREMIASURANSI YANG DIDAVAR PEMDERI KERJA-

PENERIMAAN DALAM BONTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA
VANO DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

2.200. OOP

JUMLAH(iiid.6)

TANT[EM.BONU.S.GRATIFIKASI. JASAPRODUKSI.DANTIIR

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO P't)

• PENGIIRANGAN

DIAYA JABATAN/ OIAYA PENSIUN AT AS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 II

12

in».non

lUR AN I'ENSlUN ATAU lURAN THT / JHT

JUMIAII PENGURANGAN {I0> Il^i2) >■

• PENGHITUNGAN PPh PASAI. 21

JU.VILAH PENGHASILAN NET0(9>I3) >

PENGHASILAN NETO MASA SEBELUh'NYA >

JUhdLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN /DISETAHUNKAN) >

PENGHASILAN TIDAK KENA '^AJAK (PTKP) >

PENOHASIUNKENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) i.

PPh PASAL2I ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN >

PPh PASAL2I YANG TEUH DIPOTONO MASA SEBELUMNYA >

PPh PASAL2I TEKUTANG >

PPhPASAL2l DITANGOUNO PEMERINTAH >

PPh PASAL2I YANG HARUS DIPOTONG (21 - IJ )■ >

PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTGNO DAN DILUNASI >

I  I a. YANG KURANG DIPOTONG 123-24)
JUMLAH PPh PASAL 21

I  I b. YANG LEBIII DIPOTONG (24-23)

JUMLAH TEKSEBUT Q] >. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN...

TELAH QD b. DIPERHITUNOKAN DENOAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN..

23

26

(Rupiah)

2.200.000

10R, nnn

2-nq2.opn

gR-inii-ooo
16.800. 000
8.304.OOP

415.200

415.200

415.200
4l8-2nn

□ PEMOTONG PAJAK TANDA

□ KUASA

iAHAAN

c..l.i?.lr..Q.ii.?:..... .2.8. .MA-vj3.T.....2.0.Q6f.
(Tempiu) (Tanpsal)



I

lampiranii FORMULIR

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 1721-B

DAtTAR PECAWAJ TIDAK 1 ETAP/ PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASIIAN UAINNYA / P.-.NERIMA PENGIIASIUAN YANG DIKENAKAN TAHUNTAKWIM

iwi"fo«AtJ"»5" jAw PPI" f'ASAL2l UERSIFAT FINAL / PEG AWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUARNECERI

NPWI'pr-MOIONG I'AJAK

NAMA I'HMorONfi I'AJAK

^  loJU 'alqiQl h Ia kl y k loL^I
:

KINriANfiOI.ONOAN PI-NI-RIMA PnNllllA-Sri.AN.JUMIjMI PRNOIIASM-AN, DAN PPh PASAI.2I /PASAI. 2fi TRRUfANC SEBAGAI HEKIKUT :

CAllXiriGAN 'ENIiRIMA PENGHASILAN PENGHASILAN

BRUTO

PENGHASILAN

SEilACA! GASAR
PENERAPAN

TARIF

(Rupriih)

ITh PASALJl

ATAU

PPh PASAL 2«

TERUTANO

(Ki'pitth)

PPli DITANOOUNG
PEMERINTAH

imn
PEGAWAI HAK'AN LEPAS OENCAN UPAM HAHIAN,
MINGGUAN, SA TUAN. BORONCAN, HONORARIUM
DAN IMDALAN LAINNYA YANO JUMIAH
HONORARIUM DAN 1MIIAI.AN lAINNYA
HiliSlimn IIIHHUNG AI AS IMSAR UANVAKNYA
HARI YANG DIPAKAI. SEU,.NYAK ORANG

PEQAWAI TIDAK TETAP, PEMACANO, DAN CALON
PEGAWAI. SCBANY \K ORANG

PENERIMA IIONORARIJM, ViANG SAKU, HADIAH
ATAU PENCIIARC'AAN. KOMISI (TERMASUK YANG
DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANC
I 'AOANGAN YANO BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA
SISWA. ' DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG
JUMLAHNYA DIHITUHG TIDAK ATAS OASAR
BANYAKNYA HAUl YANO DIPERLUKAN UNTUK
MF.NYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN
SEBANYAK ORANG

KOMISARIS / ANOOOTA DEWAN PENGAWAS
YANO TIDAK MERANGKAP SEBAOAI PEGAWAI
TETAP, SEBANYAK ORANO

DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN
KEGIATAN SEIENIS LAINNYA, SEBANYAK

ORANG

MAN! AN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG

PES6RTA PROGRAM PENSIUNAN, SEBANYAK
ORANG

TENAOA AHU (PENGACARA, AKUNTAN. ARSITEK.
OOKTF.R. KONSULTAN, NOTAKIS. PENILAI. DAN
AKTUARISLSEIJANYAK ORANG

PENERIMA UANG PESANGON. UANG TEBUSAN
PENSlUN ATAU TUNMNCaN MARI TUA /
TABUNOAN HARITUA/JAMII:aN HAR! TUA YANG
OIBAYARKAN SEKALIGUS:
i, MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA

PF.NSlUN SEBANYAK ORANO
b. TtRMA.SUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA

PENSlUN PADA FORMULIR I72I-A
SEBANYAK ORANG

in PEJABAT NECARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL.
ANGGOTA TNI / mi.RI, DAN I'ENSIUNAN,
SEBANYAK ..ORANG

PEGAWAI / PEMBI-RI JASA OENCAN STATUS
WAJIB PAJAK LUAk NEGERI VANG ATAS
PENGHASILANNYA DIPOTONC PPh PASAL 26, '
SEBANYAK ORAVO

JUMLAH I s,d, II (Keeua1i9,h)

1, Pm(l[M;aie'ip!8l2(jvimIfh I s.il, II kccunli9b: wang)piicUikolom(2)kerormtilif 1721 liiinirA aiigka2koloni|2);
2. l't?tlriikeijus-?»hpadakciom(3)ke I'onnulir 1721 liurufA ongk»2koloiiH3);
,1, PindLkkanjuiiitshpadakolom (5) ke I'omiullf 1721 hurufA angka 2 kolom (4);
•1 Pind«.Vs«ijuMiIiilipndakoloni ibl ke Pormulir 1721 IiuniTA nngkae.

0.1.1..12,50



Ilf MHTEMIN KEVANCAN kl

'HAfHTOAATJCNOtl 'X»AIAK

i.AMPrRAN l-A

SPTTAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARITUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

• Blilll TANIM X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

LBR. I : UNTUK KPP

LBR. 2 : UNTUK PEMO-

TONO PAJAK

LOR. 3 : UNTUK PEGAWAI

FORMULIR

1721 - A1

TAHUNTAKWIM

|2 I OlO l5 I
M'MOHIIRUT

NP'.VP PliMOTONG PAJAK

NAMA ■•I'MIirnNG PA.>AI(

Al '.MAI NiMOIONlil'AJAk

MAMA PKGAWAI ATAU PESERIMA PENSIUN / THT / Jl IT

NPWP PECAV/Al ATAU PENERIMA PENJiiUN / THT / JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PEN'-RIMA PENSII IN / THT I JHT

ilABATAN

STATU.S . JENIS KELAMIN.'DAN KARYAWAN ASINO

JUMLAH TANCGUNG AN KELU AK G A UN TUK PTKP "

MASA PEROI.EHAN PENGHASILAN

■ JlV -RaYA '■■■■' '^^0, A "TimffA?:
Hoorr'HusBT

u
5I.Q .Qa...MMAajr.m...PispoK

PEIiAKSAIA
Fn KAWIN [3!] TIOAK KAWIN [3 LAKI-LAKI (]^ PEREMPUAN

3
KA..„ TK; HO/. ..

I-J-AHU AAI. IjQO? ..d . 3.1

KARYAWAN ASINC

A RINCIAN PENGHASILAN PAN PENGHITUNGAN PPli PASAL 21 SKPACAI DERIKUT :

12

IJ

N.

IS.

It.

17

11.

19

20.

21.

122.
2.V

24.

• PENGHASILAN llBlrrO

0 AJI / PENSIUN ATAU THVI JHT- •

TUNJANjAN PPIt ;

TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEIiABUR. DSO

HONORARIUM DAN IMBALAN UtN SEJENISNYA

PREMIASURANSI YANG DIBAVAR PEMBERI KERJA

PENERIMAAN DALAM BEHTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA
YANG DIKENAKAN PEMOTONOAN PPh PASAL 21

2.200. OOP

JUMLAH (I J d.t)

TANTIF.M. BONUS. CRATIFIKA.SI. JASA PROOUKSI, DAN THR

JUMLAH PENGHASILAN BRUT0(7*S)

• PF-NRDIIANGAN

Dl AYA JAOATAN / BIAYA PEN.SIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANOK A 7

BIAYA JABATAN I BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANOKA J

lURAN I'ENStUN ATaU IURAN THT/JHT-

JUMIJVH PENCURANGAN (lOi 11*12) ■

10ft. 000

• PENCHITUNCAN Pit. PASALII

JU.MLAH PENGHASILAN NET0(9.il) >

PENGHASILAN NETO MASA SEBELUK'NYA >

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PRi PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) >

PENGHASILAN TIDAK KENA 'AJAKCPTKP) -

PF.NOHASIUNKENAPAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN(It-17) >

PPh PASAL2I ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN >

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIFOTGNG MASA SEBELUMNYA- >

PPh PASAL 21 TERUTANC

PPhPASAL2IOITANGGUNaPEMERINTAH >

rPh PASAL2I YANG HARUS DIPGTGNG (21-14 )• >

PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN OILUNASI >

I  I •. YANG KURANO DIPOTONG (23.24)
lUMLAHPfih PASAL 21

I  I b. YANG LEDIH DIPOTONG (24.23)
JUMLAH TE^SEBUT Q] a. DIPOTONG DARIPEMOAYARAN OAJIBULAN
PADAAN0KIA2J
TELAH CZJ ••• DIPERHITUNOKAN DENOAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN..

TAHUN...

23

26

(RupUh)

2.200. 000

2.200.000

10ft.nnn

2.092.000

2-3-. 1 04. OOP
16.800,000
8.304.000

415.200

415.200

415.200
/iii-2nn

I  I PEMOTONG PAJAK

I  I KUASA

TANDAT AHAAN

.0.118j.r..9Jl«:„, .2.8...
(Tempat)

,.iiIA.-JS.T_.2.0.QS.

Caratan * KtirmiiU; ini danai diperhanvak acsuai deneon kencrluan



W
A
M
T
O
M
y
i
i
e
B
M
i
G
W
U

O
O
m
O
M
T
 J
P
O
C
J
U
K
.
 r
A
M
f
t

I
V
t
l
V
l
I
 
A
f
X
^
l
t
 
A
t
*

..
..
. 
SJ

^T
 T
A
K
U
N
A
T
^
J

P
A
O
^
K
 P
E
N
G
H
A
S
I
L
A
N
 P
A
S
A
L
 2
1

•
 ♦

 1

D
A
F
T
A
R
PE

NG
HA

SI
LA

N Y
AN
G 
DI

BA
VA

RK
AN

 K
EP
AD
A P

EN
GU

hU
S,

 DE
WA
N 
KO
MI
SA
RI
S.
 DE
WA
N 
PE

NG
AW

AS
, D
AN

 TE
NA
GA
 A
Hf

 J

1
7
2
I
-
C

T
A
H
O
N
T
A
K
W
I
M

I2
I0
UI
5I

In
pw

p 
: 

l2
_b

L£
j 

h. 
j5
Je
J 

Lj
l 

na
ma

pe
mo

to
ng

pa
ja

k 
■ R
.A

nH
ru

>-
"'

0
^
A
S
T
i
y
i

0
A
G
1
A
N
A
 

:
 P
EN

CU
RU

S.
 D
E
W
A
N
 K
OM
IS
AR
JS
. D
A
N
 D
E
W
A
N
 P
EN

C.
AW

AS

N
o
.

K
A
M
A
 D
A
N
 A
L
A
M
A
T

N
P
W
P

J
A
B
A
T
A
N

P
E
N
G
H
A
S
I
L
A
N
 B
R
I
P
O

Qt
up

ia
h)

P
P
h
 P
A
S
A
L
 2
1
 /
 P
A
S
A
L
 2
6

T
E
R
i
n
"
A
N
G

(
R
u
p
i
i
h
)

(
1
)

P
)

(
3
)

P
)

(
5
)

<
«

j/
.A
GH
KA
M^
'O
 S
A
I
E
 
B
A
E
U
a
I

9
9
.
2
0
a
.
 1
3
8
9
.
4
0
3
.
 0
0
i

 "
1
.
.

3
4
 .
 0
0
0
.
 0
0
0
-

t

2
.
4
6
0
,
4
0
0

1 1

B
A
G
I
.
A
N
 B
 

;
 T
E
N
A
G
A
 A
H
L
I

N
o
.

N
A
M
A
 D
A
N
 A
L
A
M
A
T

N
P
W
P

J
E
N
I
S
 K
E
A
H
U
A
N

P
E
N
G
H
A
S
I
L
A
N
 B
R
L
T
T
O

(
R
u
p
i
i
h
)

P
E
N
G
H
A
S
I
L
A
N
 S
E
B
A
G
A
I
 D
A
S
A
R

P
E
N
E
R
A
P
A
N
T
A
R
J
F

(R
up

ii
h)

P
P
h
 P
A
S
A
L
 2
1
 /
 P
A
S
A
L
 2
6

T
E
R
U
T
A
N
G

(
R
u
p
i
i
h
)

(
1
)

P
)

(
3
)

(
4
)

(
S
)

(6
>

P
)

•
 ja-

i n
ua
sa
n F

onn
til

ir 
bi

 lid
jfc

 cu
ku
p d

jp
Jl

 di
bio

l l
am
pi
ia
i t

asc
ndi

ri 
ic
sa
i d
co

E"
 be

ou
A 

Fo
mu
li
i i

ni

D
.
1
.
I
J
2
.


